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ABSTRAK 
 
LENI ASTYANI. E. 0002024. PENGEMBANGAN SISTEM PELAYANAN 
BIROKRASI DALAM KEBIJAKAN INVESTASI DAERAH di 
KABUPATEN SRAGEN. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret 
Surakarta (Skripsi). 2006. 
 Penulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui pengembangan sistem 
pelayanan birokrasi dalam kebijakan investasi daerah melalui model pelayanan 
birokrasi yang responsif di Kabupaten Sragen. Penelitian ini merupakan penelitian 
deskriptif kualitatif. Jenis data adalah data primer dan data sekunder dengan 
sumber data dari narasumber kalangan eksekutif (Pemerintah Daerah Kabupaten 
Sragen), dari buku-buku, hasil laporan, dokumen hukum dan internet. Teknik 
pengumpulan data adalah wawancara dan studi pustaka dengan teknik analisis 
kualitatif. Hasil penelitian yang didapatkan memberikan kesimpulan bahwa 
Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen secara responsif menyadari kebutuhan-
kebutuhan dunia investasi dan secara responsif memenuhi kebutuhan-kebutuhan 
investor dengan melakukan pengembangan sistem pelayanan birokrasi berupa 
efisiensi pelayanan birokrasi dengan menerapkan layanan satu pintu, transparansi 
pelayanan birokrasi dengan menerapkan electronic government dan pemberian 
kemudahan pelayanan perizinan bagi investor pemula. 
 Meskipun demikian terdapat faktor penghambat pengembangan sistem 
pelayanan birokasi dalam kebijakan investasi daerah Kabupaten Sragen yang 
dikategorikan dalam dua faktor. Pertama, faktor yuridis yaitu masih banyak 
Peraturan Daerah yang kurang mendukung pertumbuhan investasi daerah 
Kabupaten Sragen, belum adanya penyempurnaan undang-undang yang signifikan 
bagi iklim investasi dan jenis perizinan yang masih banyak. Kedua, faktor politis 
yaitu adanya persepsi negatif para investor terhadap stabilitas politik dan 
keamanan di negara Indonesia sehingga tidak mendukung bagi terciptanya iklim 
investasi yang kondusif di Indonesia hal ini tentu saja berimbas pada iklim 
investasi di daerah. 
 Upaya-upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam pengembangan 
sistem pelayanan birokrasi dalam kebijakan investasi daerah Kabupaten Sragen 
yaitu pertama, upaya dari faktor  yuridis meliputi membatalkan atau merevisi 
Peraturan Daerah yang kurang mendukung pertumbuhan investasi daerah 
Kabupaten Sragen, penyempurnaan peraturan daerah yang terkait dengan 
perizinan dan berupaya mencapai kesepahaman bersama. Kedua, upaya dari faktor 
politis yaitu pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme dalam tubuh 
pemerintah dan agar pemerintah menjalin kerjasama dengan masyarakat dalam 
menciptakan ketertiban umum.  
 
 
 
 
 
 
 
BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A.  LATAR BELAKANG MASALAH 
Negara sebagai organisasi tertinggi suatu bangsa perlu dijalankan 
secara efektif dan efisien agar tujuan yang telah ditetapkan di dalam konstitusi 
dapat dicapai setahap demi setahap. Artinya, di dalam menjalankan organisasi 
negara mutlak diperlukan manajemen untuk mendayagunakan berbagai 
sumber daya yang ada untuk kemajuan dan kemakmuran bangsa (Sadu 
Wasistiono, 2003: 7). Dalam konteks ini, pergantian pemerintahan pada bulan 
Mei 1998 membuka babak baru penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, 
yaitu bergeser dari sentralisasi ke desentralisasi atau dari yang semula serba 
diatur dan didominasi oleh pemerintah pusat menjadi diserahkan kepada 
daerah (Sunyoto Usman, 2002: 237). Secara politis, pergeseran 
penyelenggaraan pemerintahan dari sentralisasi ke desentralisasi tersebut akan 
dapat meningkatkan kemampuan dan tanggung jawab politik daerah, 
membangun proses demokratisasi, dan konsolidasi integrasi nasional. Secara 
administratif akan mampu meningkatkan kemampuan daerah dalam 
merumuskan perencanaan dan mengambil keputusan startegis, meningkatkan 
akuntabilitas publik, dan pertanggungjawaban publik. Secara ekonomi akan 
mampu membangun keadilan di semua daerah, mencegah eksploitasi pusat 
terhadap daerah, serta meningkatkan kemampuan daerah memberikan public 
goods and services (Mark Turner dan David Hulme, 1997: 156). 
Di sisi lain, organisasi yang besar dan kompleks seperti negara 
Indonesia tidak akan efisien jika semua kewenangan politik dan administrasi 
diletakkan pada pemerintah pusat karena akan menimbulkan beban yang 
sangat berat (Ryas Rasyid, 2000). Juga tidak cukup jika hanya dilimpahkan 
secara dekonsentrasi kepada para pejabatnya di beberapa wilayah negara. 
Agar kewenangan tersebut dapat diimplementasikan secara efisien dan 
akuntabel, maka sebagian kewenangan politik dan administrasi perlu 
diserahkan pada jenjang organisasi yang lebih rendah.  Karena jenjang hirarki 
yang lebih rendah, dalam hal ini pemerintah daerah diserahi kewenangan 
secara penuh, baik politik dan administrasi, maka pada jenjang organisasi 
yang diberi penyerahan wewenang tersebut timbul otonomi. Dalam hal ini, 
otonomi mengandung makna kebebasan masyarakat yang tinggal di daerah 
yang bersangkutan untuk mengatur dan mengurus kepentingannya yang 
bersifat lokal. Jadi, otonomi daerah adalah konsekuensi logis dari penerapan 
asas desentralisasi pada pemerintah daerah (Hanif Nurcholis, 2005: 8-9). 
Paradigma tersebut menjadi penting manakala disadari bahwa di dalam 
masyarakat terdapat 4 (empat) pemegang peran (stakeholders) yaitu 
pemerintah, komunitas politik, pelaku bisnis, dan masyarakat sipil (Sunyoto 
Usman, 2002: 245). Keempat stakeholders tersebut masing-masing memiliki 
fungsi yang berbeda tetapi sesungguhnya saling berkaitan satu sama lain.  
Fungsi pemerintah, termasuk pemerintah daerah, adalah mengatur, 
memberi pelayanan, dan memfasilitasi kebutuhan stakeholders yang lain 
sehingga tercipta situasi yang kondusif bagi setiap upaya menciptakan 
kesejahteraan masyarakat. Kemudian, komunitas politik melakukan fungsi 
yang terkait dengan pembentukan pemerintah, pembuatan peraturan 
perundang-undangan, pendidikan politik, dan memperkuat kepemimpinan di 
tingkat lokal. Selanjutnya, pelaku bisnis adalah komunitas yang kegiatan 
ekonomi (terutama yang berorientasi profit atau mencari keuntungan), 
menciptakan kesempatan kerja, memberikan kredit; di samping membayar 
pajak dan retribusi bagi pendapatan daerah. Adapun masyarakat sipil 
merupakan kalangan yang difasilitasi, dilayani, dan diberdayakan. Kalangan 
ini memperoleh kekuasaan melalui adat atau tradisi. 
Ditinjau dari sistem hukum dan berdasarkan pengalaman 4 (empat) 
tahun pertama desentralisasi, pemerintah sebenarnya sudah melakukan 
antisipasi dengan memasukkan sejumlah regulasi yang berkaitan langsung 
dengan perekonomian daerah dan iklim invetasi daerah dalam UU No. 32 
Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintahan Daerah. Menelusuri 
politik hukum kedua peraturan perundang-undangan tersebut, tampak bahwa 
dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dewasa ini memerlukan 
paradigma baru di mana pemerintahan daerah merupakan sarana untuk 
menggalang partisipasi dalam memenuhi barang dan jasa publik yang menjadi 
kebutuhan hidup bersama. Pemerintah daerah yang ideal adalah pemerintah 
yang mampu menjadi mediator dan mampu membangkitkan partisipasi 
masyarakat dalam memenuhi kebutuhan publik. Sebagaimana diketahui 
bahwa kegiatan pemerintahan daerah diawali dari pembuatan kebijakan 
daerah. Berdasarkan kebijakan daerah tersebut kepala daerah dan 
perangkatnya melaksanakan dan mempertanggungjawabkannya. Ujung dari 
kebijakan daerah adalah pemberian pelayanan publik yang terdiri atas 
pelayanan perorangan dan kelompok, pembangunan, dan perlindungan 
masyarakat. Sementara itu, hasil pelayanan publik yang memuaskan adalah 
peningkatkan kesejahteraan masyarakat. Agar penyelenggaraan pemerintah 
daerah berjalan sesuai dengan koridor filosofis, yuridis, politik, dan 
administrasi, maka perlu adanya pembinaan dan pengawasan. Secara lebih 
khusus, telah diterbitkan Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2006 tentang Paket 
Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi yang mengagendakan tidak kurang dari 
85 kebijakan yang harus diselesaikan. Dalam pandangan Mohamad Ikhsan 
(2006: 37), pembuatan kerangka kelembagaan dan regulasi tersebut ditujukan 
untuk 3 (tiga) hal, yaitu: 
Pertama, memperluas sumber pembiayaan yang tidak hanya 
tergantung kepada perbankan, yang umumnya bersifat jangka pendek, kepada 
sumber pembiayaan jangka panjang. Dewasa ini terjadi mismatch, yaitu 
banyak sumber jangka panjang seperti dana pensiun diinvestasikan dalam 
portofolio jangka pendek. Bersamaan pula proyek jangka panjang dibiayai 
oleh sumber jangka pendek, yaitu kredit perbankan. 
Kedua, perluasan sumber pembiayaan diharapkan pula akan dapat 
mendorong perbaikan efisiensi dalam sektor finansial. Jika hal ini terjadi 
sejalan dengan suku bunga, biaya intermediasi akan menurun dan pada 
gilirannya akan mempercepat dan memperbesar penurunan suku bunga kredit. 
Ketiga, penurunan risiko. Upaya penurunan risiko dilakukan dengan 
beberapa cara seperti penurunan country risks melalui konsolidasi fiskal yang 
berlanjut untuk menurunkan rasio utang negara pada tingkat yang aman di 
sekitar 40% dari Produk Domestik Bruto (PDB) dan pengurangan risiko 
kelembagaan dan individual dengan pendirian biro kredit. 
Menurut Bambang Brodjonegoro (2006: 37), untuk mencapai tujuan 
normatif tersebut, pemerintah daerah mau tidak mau harus mengedepankan 
upaya menumbuhkan investasi di daerah yang bersangkutan sebagai sumber 
pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan. Hal ini penting untuk 
meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, menekan laju inflasi, dan 
penyediaan lapangan kerja. Menurut Jimly Asshiddiqie (2005), sumber yang 
penting dalam hal pendanaan dan permodalan adalah pinjaman uang atau 
dukungan investor dari luar daerah dan bahkan dari luar negeri. Pemupukan 
modal melalui tabungan masyarakat di daerah selama ini dapat dikatakan 
belum cukup berhasil. Di samping karena kendala yang bersifat sosio 
ekonomis, karena tingkat pendapatan masyarakat yang relatif rendah, pada 
umumnya masyarakat di daerah-daerah, terutama di lingkungan pedesaan 
masih menghadapi kendala budaya yang belum mendorong meningkatnya 
bank-minded untuk menunjang kegiatan ekonomi sehari-hari. Lembaga 
perbankan masih dianggap sesuatu yang asing, dan karena itu kebiasaan 
menabung di bank belum cukup meluas ke semua lapisan masyarakat. Di 
pihak lain, fungsi koperasi yang diharapkan dapat menjadi sarana pemupukan 
modal bersama juga tidak cukup berkembang dengan baik. Akibatnya, 
pemupukan modal di daerah-daerah relatif sangat terbatas, dan mempengaruhi 
dinamika kegiatan ekonomi secara keseluruhan. Karena itu, setiap daerah 
sangat membutuhkan investor yang datang dari luar. Dalam hal ini 2 (dua) 
syarat utama mutlak diperlukan, yaitu kondisi sosial-politik yang stabil dan 
pengembangan kapasitas serta kualitas intitusi pemerintah daerah. Jika hal itu 
dapat diakomodasikan dengan baik, maka akan menciptakan iklim investasi 
yang kondusif, yang antara lain tidak adanya ekonomi biaya tinggi. 
Di dalam praktik, tujuan normatif itu terdistorsi.  Desentralisasi fiskal 
dan otonomi daerah sering dituding sebagai penyebab ekonomi biaya tinggi 
yang berujuang kepada tidak kompetitifnya iklim usaha dan rendahnya 
investasi baru. Berbagai survei membuktikan bahwa faktor utama yang 
mempengaruhi lingkungan bisnis adalah tenaga kerja dan produktivitas, 
perekonomian daerah, infrastruktur fisik, kondisi sosial politik, dan institusi 
(Mudrajad Kuncoro, 2005: 7). Banyak studi menemukan bahwa pelaksanaan 
otonomi daerah sejak 2001 telah memperburuk iklim investasi Indonesia 
(2004: 17). Hal tersebut diperkuat dengan terbitnya bermacam-macam 
Peraturan Daerah (Perda) yang jelas-jelas bertentangan dengan prinsip daya 
saing perekonomian. Karakteristik perda yang demikian dapat dipilah menjadi 
2 (dua) kelompok, sebagai berikut. Kategori pertama, Perda-perda yang yang 
sebenarnya merupakan pelaksanaan dari UU No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak 
Daerah dan Restribusi Daerah, sebagaimana sudah diubah dengan UU No. 34 
Tahun 2000, tetapi produk hukum itu memberikan penafsiran yang keliru 
terhadap undang-undang tadi. Ketegori kedua,  Perda-perda yang memang 
dibuat untuk menciptakan pajak atau retribusi baru yang tidak ada dalam 
kedua undang-undang di muka. Dari ketegori ini, muncul jenis pengutan 
seperti sumbangan wajib, pajak ekspor (retribusi terhadap hasil bumi daerah 
yang di jual ke luar daerah), pajak komoditas (pajak yang dikenakan terhadap 
komoditas daerah tertentu dan bertentangan dengan peraturan perundang-
undangan yang lebih tinggi), serta retribusi tenaga kerja (pungutan terhadap 
perusahaan yang memakai tenaga kerja bukan lokal dan dapat mengganggu 
mobilitas orang antar daerah). Salah satu faktor penyebab lahirnya Perda yang 
mengganggu seperti itu adalah lemahnya kapasitas pemerintah daerah baik 
secara individual maupun institusional. Kelemahan sumber daya pegawai 
daerah ini dialami oleh hampir semua daerah. Pemerintah daerah tidak 
mengkaji lebih detail risiko yang harus dihadapi dengan mengeluarkan perda-
perda tersebut (Indra J. Pilinag, dkk, eds., 2003: 76-77). 
selain regulasi, maka kinerja birokrasi dalam memberikan pelayanan 
publik juga belum baik. Masih rendahnya pelayanan publik, kurangnya 
kepastian hukum, dan berbagai Peraturan Daerah yang tidak responsif 
terhadap iklim bisnis diidentifikasi sebagai bukti iklim bisnis yang tidak 
kondusif. Peranan birokrasi semakin dituntut untuk lebih responsif atas 
persoalan-persoalan masyarakat dan mampu memberikan pelayanan yang 
berkualitas dan prima (Indra J. Piliang, dkk, eds., 2003: 74-75). 
Dengan bertitik tolak kepada latar belakang di atas, maka ada 
pemahaman bahwa secara positif ada korelasi yang kuat antara kebijakan 
investasi daerah dan pelayanan birokrasi. Sebagai sebuah kebijakan publik, 
yang mana merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-
undangan yang mengatur tentang kebijakan desentralisasi, maka korelasi di 
atas  harus dikaji secara empiris. Hal ini merupakan upaya makro untuk 
melakukan kajian di bidang efektivitas hukum dan kebijakan publik. Atas 
dasar pemahaman itu dipandang perlu untuk dilaksanakan penelitian dengan 
judul PENGEMBANGAN SISTEM PELAYANAN BIROKRASI 
DALAM KEBIJAKAN INVESTASI DAERAH di KABUPATEN 
SRAGEN. 
 
B. PERUMUSAN MASALAH 
Masalah adalah setiap persoalan dalam kesulitan yang menggerakkan 
manusia untuk memecahkannya (Bambang Waluyo, 1991: 31). Rumusan 
masalah ini dimaksudkan untuk penegasan masalah-masalah yang akan diteliti 
sehingga memudahkan dalam pekerjaan serta pencapaian sasaran. Peneliti 
merasa perlu untuk mengungkapkan beberapa permasalahan dalam penelitian 
ini sebagai berikut: 
1. Apakah  pengembangan sistem pelayanan birokrasi dalam kebijakan 
investasi daerah di Kabupaten Sragen dapat menjadi model pelayanan 
birokrasi yang responsif? 
2. Faktor apa sajakah yang menjadi penghambat pengembangan sistem 
pelayanan birokrasi dalam kebijakan investasi daerah melalui model 
pelayanan birokrasi yang responsif di Kabupaten Sragen? 
3. Bagaimanakah upaya-upaya untuk mengatasi hambatan dalam 
pengembangan sistem pelayanan birokrasi dalam kebijakan investasi 
daerah melalui model pelayanan birokrasi yang responsif di Kabupaten 
Sragen? 
 
C. TUJUAN PENELITIAN 
Tujuan penelitian merupakan target yang ingin dicapai sebagai saksi 
atas masalah yang dihadapi (tujuan objektif), maupun untuk memenuhi 
kebutuhan (tujuan subjektif). Adapun penelitian ini mempunyai tujuan sebagai 
berikut: 
1. Tujuan Objektif 
a) Untuk memperoleh gambaran tentang pengembangan sistem pelayanan 
birokrasi dalam kebijakan investasi daerah melalui model pelayanan 
birokrasi yang responsif di Kabupaten Sragen; 
b) Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penghambat  
pengembangan sistem pelayanan birokrasi dalam kebijakan investasi 
daerah melalui model pelayanan birokrasi yang responsif di Kabupaten 
Sragen; dan 
c) Untuk memperoleh alternatif pemecahan masalah dalam 
pengembangan sistem pelayanan birokrasi dalam kebijakan investasi 
daerah melalui model pelayanan birokrasi yang responsif di Kabupaten 
Sragen. 
2. Tujuan Subyektif 
a) Untuk menambah pengetahuan peneliti di bidang Hukum Tata Negara, 
khususnya Hukum Pemerintahan Daerah dalam pengembangan sistem 
pelayanan birokrasi dalam kebijakan investasi daerah melalui model 
pelayanan birokrasi yang responsif di Kabupaten Sragen; 
b) Untuk melatih kemampuan peneliti dalam menerapkan teori ilmu 
hukum yang didapat selama perkuliahan guna menganalisis 
permasalahan-permasalahan yang muncul dalam pengembangan 
sistem pelayanan birokrasi dalam kebijakan investasi daerah melalui 
model pelayanan birokrasi yang responsif di Kabupaten Sragen;  
c) Untuk melengkapi syarat-syarat guna memperoleh derajat Sarjana 
dalam ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret 
Surakarta. 
 
D.  MANFAAT PENELITIAN 
1. Manfaat Praktis 
Dalam hal ini penelitian ini diharapkan dapat dipakai sebagai 
bahan pertimbangan dan rekomendasi bagi aparatur pemerintah daerah 
dalam pengembangan investasi daerah melalui model pelayanan birokrasi 
yang responsif di Kabupaten Sragen. 
2. Manfaat Teoritis 
Dalam hal ini manfaat teoritis dari penelitian ini diharapkan 
mencapai hasil sebagai berikut: 
a) Dapat mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum pada 
umumnya dan hukum pemerintahan daerah pada khususnya; 
b) Semakin memperkaya konsep-konsep dan teori-teori tentang 
pelaksanaan otonomi daerah; 
c) Dapat dipakai sebagai respon terhadap penelitian-penelitian sejenis 
untuk tahap berikutnya. 
 
E.  METODE PENELITIAN 
1. Jenis dan Spesifikasi Penelitian 
Sesuai dengan masalah yang hendak diteliti, penelitian ini 
merupakan jenis  penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang memberikan 
gambaran secara sistematis terhadap obyek yang diteliti. Sebagaimana 
dipaparkan oleh Bambang Sunggono (1996: 36), penelitian deskriptif pada 
umumnya bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis, faktual, dan 
akurat terhadap suatu populasi atau daerah tertentu, mengenai sifat-sifat, 
karakteristik, atau faktor-faktor tertentu. Penelitian deskriptif biasanya 
ditempuh dengan cara memusatkan diri pada pemecahan masalah yang 
ada. Mula-mula data disusun dan dikumpulkan, dijelaskan, kemudian 
dianalisis. Oleh sebab itu, penelitian ini sering disebut dengan metode 
analitik (Winarno Surakhmad, 1994: 10). 
Ditinjau dari spesifikasi penelitian, maka penelitian ini merupakan 
penelitian hukum sosiologis. Dalam hal ini, hukum dikonsepkan sebagai 
pranata sosial yang secara riil dikaitkan dengan variabel-variabel sosial 
yang lain (Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004: 133). Secara khusus, 
penelitian ini mencoba menggambarkan bagaimana hukum sebagai gejala 
sosial sebagai variabel bebas (independent variable) yang menimbulkan 
pengaruh dan akibat pada berbagai aspek kehidupan sosial, sehingga 
merupakan kajian hukum yang sosiologis (socio legal-research) (Ronny 
Hanitijo Soemitro, 1984: 115). 
2. Lokasi Penelitian 
Penelitian ini mengambil lokasi di wilayah Propinsi Jawa Tengah 
dengan obyek pengamatan pada Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten 
Sragen. 
3.   Jenis  dan Sumber Data 
Data yang digunakan dalam penelitian ini dapat dikelompokkan 
menjadi 2 (dua) jenis, yaitu: 
a) Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. 
Terkait dengan problematika penelitian, maka data dimaksud diperoleh 
dari kalangan eksekutif (Pemerintah Kabupaten) dan  akademisi. 
b)  Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan 
(Ronny     Hanitjo Soemitro, 1984: 52). Adapun data sekunder dalam 
penulisan ini terdiri dari bahan-bahan dokumen, laporan, hasil 
penelitian terdahulu, peraturan perundang-undangan, dan buku-buku 
ilmiah. 
Untuk memperoleh kedua jenis data tersebut maka sumber yang 
digunakan adalah sebagai berikut: 
a) Sumber data primer, yaitu data yang diperoleh dari kalangan eksekutif 
(Pemerintah Kabupaten) dan akademisi. 
b) Sumber data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan 
kepustakaan, meliputi bahan-bahan dokumen, laporan, hasil penelitian 
terdahulu, peraturan perundang-undangan, dan buku-buku ilmiah yang 
berhubungan dengan masalah yang menjadi topik penelitian. 
4. Teknik Pengumpulan Data 
Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dilakukan melalui 2 
(dua) cara sebagai berikut: 
a) Wawancara, yaitu suatu bentuk komunikasi verbal semacam 
percakapan yang bertujuan untuk memperoleh informasi (Nasution, 
1991: 153). Wawancara dilakukan dengan cara terpimpin, yaitu 
metode wawancara dengan menggunakan catatan-catatan pokok. 
b) Studi kepustakaan, yaitu suatu bentuk pengumpulan data lewat 
membaca buku literatur, hasil penelitian terdahulu, dan membaca 
dokumen yang berhubungan dengan obyek penelitian. 
5.  Teknik Analisis Data 
Dalam penelitian ini digunakan teknik analisis kualitatif mengingat 
data yang terkumpul sebagaian besar merupakan data kualitatif. Teknik ini 
tepat digunakan bagi penelitian yang menghasilkan data kualitatif, yaitu 
data yang tidak bisa dikategorikan secara statistik. Dalam penggunaan 
analisis kualitatif ini, maka pengintepretasian terhadap apa yang 
ditemukan dan pengambilan kesimpulan akhir menggunakan logika atau 
penalaran sistematis. 
Model analisis kualitatif yang digunakan adalah model analisis 
interaktif, yaitu model analisis yang memerlukan tiga komponen berupa 
reduksi data, sajian data, serta penarikan kesimpulan/verifikasi dengan 
menggunakan proses siklus (H.B. Sutopo, 1998: 48). Ada tiga komponen 
pokok dalam tahapan analisis data yaitu : 
a)  Data Reduction merupakan proses seleksi, pemfokusan, 
penyederhanaan dan abstraksi data kasar yang ada dalam field note. 
Reduksi data dilakukan selama penelitian berlangsung, hasilnya data 
dapat disederhanakan dan ditransformasikan melalui seleksi ketat, 
ringkasan serta penggolongan dalam suatu pola. 
b) Data Display adalah rakitan organisasi informasi yang memungkinkan 
kesimpulan riset yang dilakukan, sehingga peneliti akan mudah 
memahami apa yang terjadi dan apa yang harus dilakukan. 
c) Conclution Drawing yang berarti bahwa dari awal pengumpulan data 
peneliti harus mengerti apa arti dari hal-hal yang ditelitinya, dengan 
cara pencatatan peraturan, pola-pola, pernyataan konfigurasi yang 
mapan dan arahan sebab akibat sehingga memudahkan dalam 
pengambilan kesimpulan. 
Tiga komponen analisis data di atas membentuk interaksi dengan 
proses pengumpulan yang berbentuk siklus (HB Sutopo, 1998: 37). 
Adapun siklus analisis data sebagai berikut : 
 
Siklus Analisis Data 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
Untuk menguji validitas data, maka peneliti menggunakan teknik 
trianggulasi. Teknik trianggulasi adalah teknik pemeriksaan validitas data 
yang memanfaatkan sesuatu yang berada di luar data itu untuk keperluan 
pengecekan atau pembandingan terhadap data yang sama dari sumber yang 
Data Display 
Conclusion Drawing 
Pengumpulan Data 
Data Reduction 
lain. Trianggulasi dapat dicapai dengan jalan membandingkan data hasil 
wawancara dengan isi suatu dokumen (Lexi J. Moleong, 2005: 330-331).  
 
F. SISTEMATIKA PENULISAN HUKUM 
 
 BAB I PENDAHULUAN  
Dalam bab ini akan diuraikan tentang Latar Belakang Masalah, 
Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metodologi 
Penelitian yang kemudian diakhiri dengan Sistematika Penulisan Hukum. 
 
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
Pada Bab ini akan diuraikan mengenai kajian pustaka yang berkaitan 
erat dengan penelitian. Terdiri dari tinjauan tentang birokrasi, tinjauan tentang 
kebijakan dan tinjauan tentang pemerintah daerah. 
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Dalam Bab ini akan dijelaskan hasil penelitian dari data lapangan dan 
kajian pustaka yang diperoleh peneliti. Selain itu, akan diuraikan pembahasan 
mengenai pelaksanaan pengembangan sistem pelayanan birokrasi dalam 
kebijakan investasi daerah melalui model pelayanan birokrasi yang responsif 
di Kabupaten Sragen, faktor-faktor yang menjadi penghambat terhadap 
pengembangan sistem pelayanan birokrasi dalam kebijakan investasi daerah 
melalui model pelayanan birokrasi yang responsif di Kabupaten Sragen, dan 
alternatif pemecahan masalah terhadap hambatan-hambatan pengembangan 
sistem pelayanan birokrasi dalam kebijakan investasi daerah melalui model 
pelayanan birokrasi yang responsif di Kabupaten Sragen. 
 
BAB IV PENUTUP 
Dalam bab ini akan dikemukakan tentang kesimpulan dari hasil 
penelitian dan juga saran yang relevan dari peneliti. 
 
 
BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
A. KERANGKA TEORI 
1. Tinjauan Tentang Birokrasi 
a) Pengertian Birokrasi 
Birokrasi yang berarti pengorganisasian yang dilakukan pada 
umumnya oleh pemerintah atau organisasi pemerintah yang 
didalamnya terdapat suatu tata kerja yang telah ditentukan dalam suatu 
peraturan yang harus dilaksanakan dengan sepenuhnya. Berdasarkan 
etimologinya, kata birokrasi berasal dari kata bureau yang berarti 
kantor atau meja, krasi berasal dari kata kratia yang berarti 
pemerintahan. Dengan demikian maka birokrasi secara utuhnya berarti 
: pelaksanaan perintah-perintah secara organisatoris yang harus 
dilaksanakan sedemikian rupa dan secara sepenuhnya pada 
pelaksanaan pemerintahan melalui instansi-instansi atau kantor-kantor. 
Menurut  DRS. Soekarno K dipandang dari sudut administrasi, 
birokrasi berarti badan administrasi (administrative body). Alasannya 
ialah bahwa untuk menyelenggarakan kerja, baik dibidang 
pemerintahan ataupun swasta sangat diperlukan adanya suatu organ, 
badan atau aparat. Sebab tanpa organ, badan atau aparat tersebut, 
tujuan yang dikehendaki tidak akan tercapai. Dan badan tempat di 
mana kerjasama terselenggara itu dinamakan birokrasi atau badan 
administrasi. Max Weber sebagai seorang pelopor terkemuka 
pengembang teori birokrasi telah menampakan dengan nyata tentang 
perilaku sosial yang berkaitan dengan birokrasi tersebut, yang 
tujuannya bersifat teknis dan mengidentifikasi sifat-sifat dasar khusus 
bentuk yang formal antara lain : 
(1) Kegiatan reguler yang diarahkan untuk mencapai tujuan organisasi 
dengan dukungan distribusi tugas-tugas resmi yang 
dipertanggungjawabkan secara kokoh kepada para oficialnya; 
(2) Organisasinya mengikuti prinsip-prinsip hirarki; 
(3) Operasi-operasinya terencana dengan baik, dilakukan harus secara 
teratur oleh sistem yang konsisten dari peraturan-peraturan abstrak 
untuk diterapkan pada kasus individual; 
(4) Para petugas yang ideal akibatnya melakukan kerja secara 
formalitas, seakan-akan tidak mempunyai kepribadian tanpa emosi; 
(5) Pengangkatan pegawai dalam organisasi tersebut didasarkan atas 
kualifikasi teknis dan tidak mudah terkena pemutusan hubungan 
kerja yang sewenang-wenang; 
(6) Ditinjau dari sudut pandangan teknis yang murni, birokrasi pada 
umumnya memiliki tingkat daya hasil tertinggi. 
  The Liang Gie mengemukakan cir-ciri birokrasi sebagai berikut : 
(1) Adanya pelaksanaan prinsip-prinsip organisasi dengan 
sepenuhnya; 
(2) Adanya peraturan-peraturan yang benar-benar ditaati; 
(3) Para pejabat bekerja dengan sepenuh perhatian dan 
kemampuannya; 
(4) Para pejabat terikat oleh disiplin; 
(5) Para pejabat diangkat berdasarkan syarat-syarat teknis yang 
dinyatakan melalui ujian atau ijazah; 
(6) Adanya pemisahan yang tegas antara urusan dinas dengan urusan 
pribadi. 
Sedangkan menurut Prof. Dr. Prajudi Atmosudirdjo, S.H., birokrasi 
mempunyai tiga arti, jelasnya : 
(1) Birokrasi sebagai suatu tipe organisasi: 
Sebagai suatu organisasi tertentu, birokrasi cocok sekali untuk 
melaksanakan dan menyelenggarakan suatu macam pekerjaan yang 
terikat pada peraturan-peraturan yang bersifat rutin, artinya volume 
pekerjaan besar akan tetapi sejenis dan bersifat berulang-ulang, dan 
pekerjaan yang memerlukan keadilan merata dan stabil. 
(2) Birokrasi sebagai sistem, yang artinya birokrasi adalah suatu 
sistem kerja yang berdasar atas tata hubungan kerjasama antara 
jabatan-jabatan (pejabat-pejabat) secara langsung kepada 
persoalannya dan secara formal serta berjiwa tanpa pilih kasih atau 
tanpa pandang bulu. 
(3) Birokrasi sebagai jiwa kerja, dalam hal ini merupakan jiwa kerja 
yang kaku, sebab cara bekerjanya seolah-olah seperti mesin, 
ditambah lagi dengan disiplin kerja yang ketat/keras dan sedikitpun 
tidak mau menyimpang dari apa yang diperintahkan atasan atau 
yang telah ditetapkan oleh peraturan-peraturan (G. Kartasapoetra, 
1994: 2-4). 
 
b) Perkembangan Birokrasi Tradisional Menuju Birokrasi Modern di 
Indonesia 
Sistem birokrasi telah ada di Indonesia sejak jaman kerajaan. 
Pada jaman kerajaan sistem yang diterapkan adalah sistem birokrasi 
tradisional kemudian sistem tersebut mengalami perkembangan 
menuju sistem birokrasi modern yang dimulai sejak masa 
pemerintahan kolonial. 
Dalam birokrasi tradisional, puncak hirarki ditempati oleh raja 
beserta keluarganya yang memiliki otoritas tradisional dan haknya 
diakui secara turun temurun. Otoritas tradisional tidak di definisikan 
secara ketat dan tertulis, serta batas kewenangannya hanya diatur oleh 
adat kebiasaan dan atas dasar konvensi saja. Hubungan penguasa 
dengan rakyat terjalin dalam bentuk semacam patron-client 
relationship sesuai dengan kebudayaan politik di Indonesia. Pihak 
penguasa memberi perlindungan dan pengayoman, sedangkan rakyat 
memberikan pelayanan dan loyalitas. Sistem pemerintahan kolonial 
sebagai sistem modern pada hakekatnya mengembangkan otoritas 
legal rasional dengan pengawasan birokrasi yang ketat. Prinsip 
pemisahan yang tajam antara kepentingan pribadi dan kepentingan 
jabatan serta prinsip hirarki yang disertai deskripsi jabatan dan 
tanggungjawab diharapkan mampu mencapai tingkat efisiensi yang 
tinggi. Namun kenyataannya belum sepenuhnya dapat dilaksanakan 
karena pemerintah kolonial menciptakan pilitik yang ambivalent 
sehingga birokrat kolonial pribumi bersikap dualistis. Disatu pihak 
hendak mengikuti sistem legal- rasional sebagai sistem formal 
pemerintah kolonial sedang pada pihak lain masih mengikuti sistem 
feodal. Pemerintah kolonial masih memberikan kelonggaran kepada 
penguasa pribumi untuk menggunakan otoritas tradisionalnya sehingga 
orientasi pada status tetap kuat. Guna menjaga status yang tinggi 
diperlukan berbagai sarana untuk kewibawaan, kehormatan dan 
kebesaran seperti upacara dan pesta yang berlebih-lebihan menurut 
gaya hidup tradisional. Situasi masyarakat tradisional seperti ini 
menciptakan feodalisasi yang fungsinya secara tidak langsung 
memperkuat kekuasaan kolonial yang tergantung pada peran perantara 
para raja terhadap rakyat (Anak Agung Gde Putra Agung, 2001:257-
258). 
 
c) Birokrasi Lokal 
Istilah birokrasi pertama kali diperkenalkan oleh Max Weber, 
sosiolog Jerman. Birokrasi merujuk pada hubungan rasional 
sekelompok orang untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam wujud 
konkritnya, hubungan tersebut terwadahi dalam Birokrasi. Melalui 
organisasi sekelompok orang berkumpul dan bersepakat melakukan 
kegiatan untuk mencapai tujuan tertentu yang disepakati. Agar 
hubungan antar orang dalam organisasi tersebut berjalan efektif 
sehingga tujuan bisa dicapai secara efektif dan efisien, maka hubungan 
tersebut harus diatur secara rasional. Pertama, hubungan tersebut harus 
diatur dalam bentuk peraturan. Dengan peraturan yang jelas maka 
peran yang dimainkan seseorang dalam organisasi, wewenang dan 
batas-batasnya jelas. Kedua, harus dibuat tata jenjang hirarki dan 
tingkat kewenangan. Ini berarti bahwa ada tata jenjang tingkat atas dan 
tingkat bawah. Yang berada pada tingkat atas mempunyai kewenangan 
dan mengendalikan tingkat bawahnya. Ketiga, harus didasarkan pada 
dokumen-dokumen tertulis. Keempat, orang yang menduduki jabatan 
dalam organisasi tersebut harus orang yang terlatih. Kelima, hubungan 
kerja diantara orang-orang dalam organisasi didasarkan pada hubungan 
impersonal: tak mendasarkan pada hubungan-hubungan yang bersifat 
pribadi seperti belas kasih, tak tega, kasihan dan lain-lain karena 
saudara/keluarga/teman baik. Birokrasi lokal yaitu organisasi 
pemerintahan daerah untuk mencapai tujuan negara pada lingkup 
daerah. Birokrasi lokal terdiri atas kepala daerah beserta aparaturnya. 
Pada daerah provinsi berarti gubernur dan aparaturnya: sekretaris 
daerah dan bawahannya, kepala biro dan bawahannya, kepala dinas 
dan bawahannya, kepala kantor dan bawahannya, kepala badan dan 
bawahannya dan direktur BUMD dan bawahannya. Pada daerah 
kabupaten dan kota berarti bupati/walikota dan aparaturnya: sekretaris 
daerah dan bawahannya, kepala dinas dan bawahannya, kepala kantor 
dan bawahannya, kepala badan dan bawahannya, camat dan 
bawahannya, lurah dan bawahannya dan direktur BUMD dan 
bawahannya. Semua aparatur pemerintah daerah diluar kepala daerah 
yang duduk dalam birokrasi lokal disebut birokrasi lokal. Para birokrat 
lokal bekerja atas dasar sistem merit, yaitu kecakapan dan keahlian. 
Hak dan kewajiban serta pembinaan mereka diatur dalam Undang-
Undang Kepegawaian. Birokrat lokal adalah pejabat karir yang 
jabatannya berdasarkan pengangkatan, bukan atas dasar pemilihan. 
Oleh karena itu, birokrat lokal tidak mempunyai afiliasi pada partai 
politik. Dalam melaksanakan tugaspun birokrat lokal tidak boleh 
berdasarkan pertimbangan politik. Dengan demikian, birokrat lokal 
tertutup bagi partai politik. Artinya partai politik tidak boleh 
mengintervensi birokrat lokal baik mengenai sistem promosi, cara 
kerja dan penilaiannya. Birokrasi lokal merupakan konsekuensi 
kebijakan desentralisasi yang melahirkan otonomi daerah. Dengan 
desentralisasi/otonomi daerah maka lahirlah daerah otonom yaitu 
daerah yang berhak mengatur dan mengurus kepentingannya sesuai 
dengan aspirasi masyarakatnya. Disebut birokrasi lokal karena 
organisasi birokrasi ini berada dibawah pemerintahan lokal/daerah. 
Kedudukan dan tugas pokok birokrasi lokal sebagai pelaksana 
kebijakan pamerintah daerah, baik yang ditetapkan oleh pemerintah 
daerah yang bersangkutan maupun pemerintah pusat. Sedangkan 
fungsinya adalah memberikan pelayanan publik demi mewujudkan 
kesejahteraan masyarakat daerah yang bersangkutan. Dalam hal 
memberikan pelayanan publik, sesuai dengan lima prinsip konsep 
birokrasi Max Weber, maka birokrasi lokal harus profesional dalam 
memberikan pelayanan publik, yang mencakup pelayanan publik, 
pembangunan infrastruktur ekonomi, dan penciptaan ketentraman, 
ketertiban dan keamanan masyarakat (Hanif Nurcholis, 2005: 29-30). 
   
d) Responsivitas Pelayanan Birokrasi   
Menurut Dilulio responsivitas adalah kemampuan birokrasi 
untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan 
prioritas pelayanan, serta mengembangkan program-program 
pelayanan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Secara 
singkat dapat dikatakan bahwa responsivitas ini mengukur daya 
tanggap birokrasi terhadap harapan, keinginan dan aspirasi, serta 
tuntutan pengguna jasa. Responsivitas sangat diperlukan dalam 
pelayanan publik karena hal tersebut merupakan bukti kemampuan 
organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda 
dan prioritas pelayanan serta mengembangkan program-program 
pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. 
Osborne dan plastrik berpendapat bahwa organisasi yang memiliki 
responsivitas yang rendah dengan sendirinya memiliki kinerja yang 
jelek juga (Agus Dwiyanto,2002:60).  
Kinerja merupakan tingkat pencapaian tujuan organisasi 
(Chaizi Nasucha, 2004: 24). Atmosudirdjo (1997: 11) berpendapat 
bahwa kinerja dapat berarti prestasi kerja, prestasi penyelenggaraan 
sesuatu.  Dalam hal ini, kinerja sektor publik memerlukan pengukuran 
bertujuan untuk membantu pengambil keputusan dalam menilai suatu 
pencapaian strategi melalui instrumen finansial dan nonfinansial. 
Pengukuran itu dilakukan dengan maksud, pertama, membantu 
memperbaiki kinerja pemerintah yang berfokus kepada tujuan dan 
sasaran program unit kerja. Kedua, untuk mengalokasikan sumber 
daya dan pembuatan keputusan. Ketiga, untuk 
mempertanggungjawabkan kepada publik khususnya dalam perbaikan 
komunikasi kelembagaan (Chaizi Nasucha, 2004: 25). Upaya untuk 
memperbaiki kinerja birokrasi negara salah satunya adalah 
responsivitas. Zeithaml dalam Lovelock (1992: 254), mengatakan 
bahwa responsivitas adalah pemberian pelayanan untuk membantu 
para klien sesuai dengan permintaan klien. Keinginan para klien 
berkaitan dengan masalah waktu, akses, dan komunikasi antara 
pemberi layanan dengan klien. 
Dalam pada itu, Chaizi Nasucha (2004: 122) mengartikan 
responsivitas sebagai kemampuan untuk menyediakan sesuatu yang 
menjadi tuntutan masyarakat. Responsivitas merupakan cara yang 
efisien untuk mengelola urusan lokal dan memberikan layanan lokal. 
Oleh karena itu, pemerintah daerah dikatakan responsif terhadap 
kebutuhan masyarakat jika kebutuhan masyarakat dapat diidentifikasi 
oleh para pembuat kebijakan dengan pengetahuan yang tepat dan dapat 
menjawab apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Dalam hal ini, 
responsivitas lebih dimaknai sebagai syarat prosedural untuk 
pemerintahan yang baik (good governance) dibandingkan syarat 
substantif (Nisjar S. Karhi, 1997). Pemerintah tidak mempunyai hak 
dalam negara demokrasi untuk menolak permintaan pelayanan publik 
atau memperoleh penjelasan yang adil atas tuntutan mereka. 
Pemerintah mempunyai hak dan kewajiban untuk menolak tuntutan 
yang tidak berbasis kepada hukum.  
Responsivitas dapat tercapai jika birokrasi menerapkan prinsip 
value for money (VFM). Konsep ini sangat penting bagi pemerintah 
sebagai pelayan masyarakat karena penerapan konsep ini akan 
memberikan manfaat berupa, pertama, efektivitas pelayanan publik, 
dalam arti pelayanan yang diberikan tepat sasaran. Kedua, peningkatan 
mutu pelayanan publik. Ketiga, biaya pelayanan yang murah karena 
hilangnya inefisiensi dan penghematan dalam penggunaan resouerces. 
Keempat, meningkatkan public cost awareness sebagai akar 
pelaksanaan pertanggungjawaban publik (Mardiasmo, 2002: 226).  
    
2. Tinjauan Tentang Kebijakan 
a) Pengertian Kebijakan 
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (Depdikbud, 1993: 
115), kebijakan berarti 1. kepandaian; kemahiran: kebijaksanaan 
(kepandaian menggunakan akal budinya). 2. rangkaian konsep dan 
asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan 
suatu pekerjaan, kepemimpinan  dan cara bertindak (pemerintahan, 
organisasi) pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip atau maksud sebagai 
garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran; garis 
haluan. Dengan mengutip pendapat Anderson, Hanif Nurcholis (2005: 
158) menjelaskan bahwa kebijakan adalah suatu tindakan yang 
mempunyai tujuan yang dilakukan oleh seorang pelaku atau sejumlah 
pelaku untuk memecahkan suatu masalah.  
 
b) Formulasi Kebijakan Publik 
Masalah pengembangan investasi daerah, sebagaimana 
diuraikan di muka, tidak terlepas dari bagaimana formulasi kebijakan 
di bidang tersebut dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Kebijakan 
publik menurut Thomas Dye (1981: 1) adalah apapun pilihan 
pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan. Konsep tersebut 
sangat luas karena kebijakan publik mencakup sesuatu yang tidak 
dilakukan oleh pemerintah di samping yang dilakukan oleh pemerintah 
menghadapi suatu masalah publik. Di sisi lain, James Anderson (1979: 
3) menguraikan bahwa kebijakan publik merupakan kebijakan yang 
ditetapkan oleh badan-badan dan aparat pemerintah. Walaupun 
disadari bahwa kebijakan publik itu dapat dipengaruhi oleh para aktor 
dan faktor dari luar pemerintah. Lebih lanjut ditegaskan bahwa 
kebijakan publik sebagai pilihan kebijakan yang dibuat oleh pejabat 
atau badan pemerintah dalam bidang tertentu, misalnya bidang 
pendidikan politik, ekonomi, pendidikan, pertanian, industri, dan 
sebagainya. Di samping lingkupnya yang sangat luas, ditinjau dari 
hirarkinya, kebijakan publik dapat bersifat nasional, regional, maupun 
lokal (A.G. Subarsono, 2005: 5-6).  Menurut Leo Agustino (2006: 96), 
mengingat banyaknya masalah yang perlu disusun sebagai sebuah 
kebijakan publik, maka diperlukan proses formulasi kebijakan, yaitu 
bagaimana para analis kebijakan dapat mengenal masalah-masalah 
publik yang dibedakan dengan masalah privat.  Pada intinya, studi 
mengenai formulasi kebijakan memberikan perhatian yang sangat 
dalam pada sifat-sifat (perumusan) masalah publik. Dalam hal ini, 
perumusan masalah tersebut akan sangat membantu para analisi 
mendiagnosis persebaran masalah publik, memetakan tujuan yang 
memungkinkan, memadukan pandangan yang berseberangan, dan 
merancang peluang kebijakan yang baru. 
Dalam kerangka formulasi kebijakan publik, hukum 
mempunyai kedudukan yang sentral.Antara hukum dan kebijakan 
publik mempunyai keterkaitan erat. Pembandingan antara proses 
pembentukan hukum dan proses formulasi kebijakan publik di 
samping menunjukkan kesamaan diantara keduanya, juga 
menunjukkan bagaimana diantara keduanya berhubungan dan saling 
membantu (Eddi Wibowo, dkk, 2004: 53-55). Dalam kerangka yang 
lebih umum, hal di atas menunjukkan adanya hubungan hukum dengan 
perubahan-perubahan sosial (Soerjono Soekanto, 1983: 158-162). 
Suatu perubahan sosial biasanya dimulai pada suatu lembaga 
kemasyarakatan tertentu dan perubahan tersebut akan menjalar ke 
lembaga-lembaga kemasyarakatan lainnya. Sudah tentu proses tersebut 
menimbulkan masalah sejauh mana suatu lembaga kemasyarakatan 
tertentu tergantung kepada lembaga-lembaga kemasyarakatan lainnya 
atau sampai seberapa jauhkah suatu lembaga kemasyarakatan tertentu 
tidak terpengaruh oleh perubahan-perubahan yang terjadi. Sementara 
itu, di dalam kehidupan masyarakat hampir selalu ada perbedaan-
perbedaan tertentu antara pola perikelakuan yang nyata dengan pola 
perikelakuan yang dikehendaki oleh hukum.  Oleh karena itu tepat apa 
yang dikatakan oleh Harry C. Bredemeier, sebagaimana dikutip oleh 
Satjipto Rahardjo (1996: 143), bahwa betapa pekerjaan hukum serta 
hasil-hasilnya tidak hanya merupakan urusan hukum, melainkan 
merupakan bagian dari proses kemasyarakatan yang lebih besar. 
Merujuk kepada gambaran di atas, relevan apa yang dikemukakan oleh 
Seidman dan Seidman, Leo Agustino (2006: 103-104), bahwa 
kebijakan publik dipengaruhi oleh sejumlah faktor, antara lain adalah 
peraturan (Rule). Peraturan yang niscaya dapat mengatur perilaku 
manusia ke arah yang diharapkan melalui kebijakan yang dibuat, akan 
tetapi dapat juga terjadi sebaliknya. Masalah publik, dalam konteks 
peraturan, akan muncul jika: (a) bahasa yang digunakan dalam 
peraturan itu membingungkan; (b) beberapa peraturan mungkin malah 
memberi peluang bagi terjadinya perilaku bermasalah; (c) peraturan 
tak menghilangkan persebaran perilaku bermasalah; (d) peraturan 
membuka peluang bagi perilaku yang tidak transparan; dan (e) 
peraturan kemungkinan juga untuk memberikan wewenang yang 
berlebih kepada pelaksana peraturan untuk bertindak represif. 
Dengan tertib berpikir demikian, nampak bahwa suatu 
kebijakan publik tidak mungkin berwujud dalam ruang kosong, akan 
tetapi ia menjadi suatu kebijakan oleh karena interaksi dengan 
lingkungan sekitar. Hal ini merupakan formulasi kebijakan model 
sistem, yaitu model formulasi kebijakan yang berangkat output suatu 
lingkungan atau sistem, yang tengah berlangsung. Kebijakan publik 
yang telah dibuat berpengaruh terhadap lingkungan sehingga menjadi 
proses timbal balik. Fungsi kebijakan publik dalam hal ini untuk 
menandai lingkungan sekitar keputusan yang dibuat dan memberikan 
jaminan keputusan yang diambil serta mendukung tercapainya arah 
dan tujuan (Chaizi Nasucha, 2004: 14). Untuk mengetahui seberapa 
jauh kebijakan publik itu dilaksanakan secara kelembagaan, maka 
perlu untuk diketahui masalah kinerja sektor publik. 
 
3. Tinjauan tentang Pemerintah Daerah 
a) Tinjauan Umum 
Pemerintah daerah adalah hal yang universal karena dapat 
ditemukan baik pada negara yang berbentuk federal maupun negara 
kesatuan (Rod Hague dan Martin Harrop, 2001: 211). Keterkaitan 
bentuk negara federal dan negara kesatuan dengan pemerintah daerah 
adalah sehubungan dengan adanya pembagian kekuasaan negara yang 
bersifat vertikal (Soehino). Menurut Juanda (2005: 43), penerapan 
pembagian kekuasaan di dalam negara yang berbentuk federal dimulai 
dari pembagian kekuasaan antara pemerintah negara federal (nasional) 
dengan pemerintah negara bagian. Pembagian kekuasaan itu diatur di 
dalam konstitusi. Sementara itu, dalam negara kesatuan pembagian 
semacam itu tidak dijumpai karena pada asasnya seluruh kekuasaan 
dalam negara berada di tangan pemerintah pusat. Walaupun demikian, 
hal itu tidak berarti bahwa seluruh kekuasaan berada di tangan 
pemerintah pusat, karena ada kemungkinan mengadakan dekonsentrasi 
kekuasaan ke daerah lain dan hal ini tidak diatur di dalam konstitusi. 
Lain halnya dengan negara kesatuan yang bersistem desentralisasi. 
Dalam konstitusinya terdapat suatu ketentuan mengenai pemencaran 
kekuasaan tersebut (Sri Soemantri, 1987: 65).  Pembentukan organisasi 
pemerintah di daerah atau pemerintah tidak sama dengan pembentukan 
negara bagian seperti dalam negara federal. Kedudukan pemerintah 
daerah dalam sistem negara kesatuan adalah subdivisi pemerintahan 
nasional. Pemerintah daerah tidak memiliki kedaulatan sendiri 
sebagaimana negara bagian dalam negara federal. Hubungan 
pemerintah daerah dengan pemerintah pusat adalah dependent dan 
subordinat sedangkan hubungan negara bagian dengan negara 
federal/pusat dalam negara federal adalah independent dan koordinatif 
(Hanif Nurcholis, 2005: 6). 
Sehubungan dengan sifat keuniversalan Pemerintahan Daerah 
(local self government) di beberapa negara terkandung di dalamnya 
ciri-ciri sebagai berikut (Sarundanjang, 1999: 27). Pertama, Segala 
urusan yang diselenggarakan merupakan urusan yang sudah dijadikan 
urusan-urusan rumah tangga sendiri sehingga urusan-urusannya perlu 
ditegaskan secara rinci; Kedua, Penyelenggaraan pemerintahan 
dilaksanakan oleh alat-alat perlengkapan yang seluruhnya bukan terdiri 
dari para pejabat pusat, akan tetapi pegawai Pemerintah Daerah; 
Ketiga, Penanganan segala urusan itu seluruhnya diselenggarakan atas 
dasar inisiatif atau kebijaksanaan sendiri; Keempat, Hubungan 
pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang mengurus rumah tangga 
sendiri adalah hubungan pengawasan; Kelima, Seluruh 
penyelenggaraan pemerintahan daerah pada dasarnya dibiayai dari 
sumber keuangan sendiri. 
Menurut Bhenyamin Hossein (2001: 3), keseluruhan prinsip di 
atas menunjukkan pengertian pemerintah daerah sebagai suatu daerah 
otonom. Lebih lanjut Nurcholis Hanif (2005: 19-20) menguraikan 
bahwa dalam pengertian ini, pemerintah daerah berkedudukan sebagai 
subdivisi politik nasional yang diatur oleh hukum dan secara substansil 
mempunyai kontrol atas urusan-urusan lokal. Badan pemerintah ini 
secara keseluruhan dipilih atau ditunjuk secara lokal.  Dalam 
pengertian ini, pemerintah daerah mempunyai otonomi lokal yaitu 
mempunyai kewenangan mengatur (rules making) dan mengurus 
(rules aplication) kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri. 
Pertanyaan selanjutnya, seberapa besar batas kepentingan 
masyarakat yang dapat diatur dan diurus oleh pemerintah daerah? 
Dalam hal ini berarti mendiskusikan tentang cara penyerahan 
wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah 
daerah. Penyerahan tersebut dapat dilakukan melalui 2 (dua) cara, 
yaitu ultra vires doctrine dan general competence (Hanif Nurcholis, 
2005: 75-76).  
Cara ultra vires doctrine menunjukkan cara di mana 
pemerintah pusat menyerahkan wewenang pemerintahan kepada 
daerah otonom dengan cara merinci satu per satu. Daerah otonom 
hanya boleh menyelenggarakan wewenang yang diserahkan tersebut. 
Sisa wewenang dari wewenang yang diserahkan kepada daerah 
otonom secara terperinci tersebut tetap menjadi wewenang pusat. 
Dalam general competence, daerah otonom boleh 
menyelenggarakan semua urusan di luar yang dimiliki oleh pemerintah 
pusat. Artinya, pusat menyerahkan kewenangan pemerintahan kepada 
daerah otonom untuk menyelenggarakan berdasarkan kebutuhan dan 
inisiatifnya sendiri di luar kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah 
pusat. Di sini pusat tidak menjelaskan secara spesifik kewenangan apa 
saja yang diserahkan kepada daerah.  
Adanya pemerintahan daerah dimulai dari kebijakan 
desentralisasi. Dengan mengutip pendapat Henry Maddick, Hanif 
Nurcholis (2005: 9) menjelaskan, desentralisasi adalah penyerahan 
kekuasaan secara hukum untuk menangani bidang-bidang atau fungsi-
fungsi tertentu kepada daerah otonom. Selanjutnya, Bhenyamin 
Hossein dengan mengutip pendapat Rondinelli, Nellis, dan Chema 
menegaskan bahwa desentralisasi merupakan penciptaan atau 
penguatan baik keuangan maupun hukum, pada unit-unit pemerintahan 
subnasional yang penyelenggaraannya secara substansial di luar 
kontrol langsung pemerintah pusat (Bhenyamin Hossein, 2000: 10). 
Secara umum, desentralisasi mencakup kepada 4 (empat) bentuk, yaitu 
dekonsentrasi, devolusi, pelimpahan pada lembaga semi otonom, dan 
privatisasi (Hanif Nurcholis, 2005: 9-11). Dekonsentrasi merupakan 
penyerahan beban kerja dari kementerian pusat kepada pejabat-
pejabatnya yang berada di wilayah. Penyerahan ini tidak diikuti oleh 
kewenangan membuat keputusan dan diskresi untuk melaksanakannya. 
Selanjutnya, devolusi merupakan pelepasan fungsi tertentu dari 
pemerintah pusat untuk membuat satuan pemerintahan baru yang tidak 
dikontrol secara langsung. Tujuan devolusi adalah untuk memperkuat 
satuan pemerintahan di bawah pemerintah pusat dengan cara 
mendelegasikan kewenangan dan fungsi. 
Selain dalam bentuk dekonsentrasi dan devolusi, desentralisasi 
juga dilakukan dengan cara pendelegasian pembuatan keputusan dan 
kewenangan administratif kepada organisasi-organisasi yang 
melakukan fungsi-fungsi tertentu yang tidak di bawah pengawasan 
kementerian pusat.  Pendelegasian tersebut menyebabkan pemindahan 
atau penciptaan kewenangan yang lebih luas kepada suatu organisasi 
yang secara teknis dan administratif mampu menganganinya, baik 
dalam merencanakan maupun melaksanakan. Sementara itu, privatisasi 
menunjuk kepada penyerahan fungsi-fungsi tertentu dari pemerintah 
pusat kepada lembaga non-pemerintah atau lembaga swadaya 
masyarakat. 
Menurut Bhenyamin Hoessein (2000: 10) bahwa dalam rangka 
desentralisasi, daerah otonom berada di luar hirarki organisasi 
pemerintah pusat. Sedangkan dalam rangka dekonsentrasi, wilayah 
administrasi (field administration) dalam hirarki organisasi pemerintah 
pusat. Desentralisasi menunjukkan hubungan kekuasaan antar 
organisasi, sedangkan dekonsentrasi menunjukkan model hubungan 
kekuasaan intra organisasi.  
Dalam praktik di Indonesia selama ini, di samping 
desentralisasi dan dekonsentrasi, juga dikenal adanya tugas 
pembantuan (medebewind). Di Belanda medebewind diartikan sebagai 
pembantu penyelenggaraan kepentingan-kepentingan dari pusat atau 
daerah-daerah yang tingkatannya lebih atas oleh perangkat daerah 
yang lebih bawah. Menurut Bagir Manan (1994: 85), tugas 
pembantuan diberikan oleh pemerintah pusat atau pemerintah lebih 
atas kepada pemerintah daerah di bawahnya berdasarkan undang-
undang. Oleh karena itu, medebewind sering disebut sebagai 
tantra/tugas pembantuan. Karena tugas pembantuan pada dasarnya 
adalah melaksanakan kewenangan pemerintah pusat atau pemerintah 
di atasnya, maka sumber biaya dari pemerintah yang memberikan 
penugasan. Sumber biaya bisa berasal dari APBN atau APBD 
pemerintah daerah yang lebih tinggi. 
Menurut Moh. Mahfud M.D. (1998: 93-95), dalam konteks 
hubungan antara pemerintah pusat dengan daerah, maka ketiga asas 
tersebut yaitu asas desentralisasi, asas dekonsentrasi, dan asas tugas 
pembantuan, secara bersama-sama menjadi asas dalam 
penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia. Ditambahkan 
bahwa pelaksanaan hubungan kekuasaan antara pusat dan daerah 
melahirkan adanya 2 (dua) macam organ, yaitu pemerintah daerah dan 
pemerintah wilayah. Pemerintah daerah adalah organ daerah otonom 
yang berhak mengurus rumah tangganya sendiri dalam rangka 
desentralisasi, sedangkan pemerintah wilayah adalah organ pemerintah 
pusat di wilayah-wilayah administratif dalam rangka pelaksanaan 
dekonsentrasi yang terwujud dalam bentuk propinsi dan ibukota 
negara, kabupaten, kotamadya, kota administratif, dan kecamatan. 
 
b) Pemerintah Daerah di Indonesia 
Pengkajian tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah di 
Indonesia dewasa ini harus diawali dari ketentuan yang terdapat di 
dalam UUD 1945. Ketentuan dimaksud terdapat di dalam Pasal 18, 
18A, dan Pasal 18B Perubahan Kedua UUD 1945 (2000). Perubahan 
tersebut berimplikasi kepada Penjelasannya, karena selama ini 
Penjelasan dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan 
dengan batang tubuh dan seringkali dijadikan acuan dan dasar dalam 
mengkaji sistem pemerintahan daerah (Djuanda, 2005: 237). Di dalam 
Pasal 18 yang baru tersebut terkandung paradigma baru dan arah 
politik pemerintahan daerah, yaitu (Bagir Manan, 2001: 7-17): 
(1) Pasal 18 ayat (2) mengandung prinsip daerah mengatur dan 
mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan 
tugas pembantuan. Pasal 18 lama tidak menegaskan pemerintahan 
daerah sebagai satuan pemerintahan tertentu sebagai urusan rumah 
tangganya; 
(2) Pasal 18 ayat (5) mengandung prinsip menjalankan otonomi 
seluas-luasnya. Prinsip ini sebenarnya  sewaktu BPUPKI 
menyusun rancangan UUD hal itu telah nampak dari pidato 
Ratulangi yang menyebutkan “supaya daerah diberikan hak seluas-
luasnya untuk mengurus keperluannya sendiri.” Kehendak ini juga 
ditegaskan dalam UUDS 1950 Pasal 131 ayat (2); 
(3) Pasal 18A ayat (1) mengandung prinsip kekhususan dan    
keberagaman daerah; 
(4) Pasal 18B ayat (2) mengandung prinsip mengakui dan 
menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak 
tradisionalnya; 
(5) Pasal 18B ayat (1) mengandung prinsip mengakui dan 
menghormati pemerintahan daerah yang bersifat khusus dan 
istimewa; 
(6) Pasal 18 ayat (3) mengandung prinsip badan perwakilan dipilih 
langsung dalam suatu pemilihan umum; 
(7) Pasal 18A ayat (2) mengandung prinsip hubungan pusat dan daerah 
harus dilaksanakan secara selaras dan adil. 
Selain prinsip-prinsip tersebut, yang tidak kalah pentingnya 
juga penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah isi Pasal 18 ayat (4) 
yang mengandung prinsip demokrasi di dalam menetapkan seorang 
pemimpin daerah. Dalam UUD 1945, sengaja menggunakan kata 
“Gubernur, Bupati, dan Walikota dipilih secara demokratis” di dalam 
pasal tersebut untuk memberikan alternatif ke depan bahwa pemilihan 
Kepala Daerah selain dapat dilakukan melalui DPRD juga dapat 
dilakukan oleh rakyat secara langsung. Perumusan yang demikian 
dapat dipahami karena secara historis Pasal 18 ayat (4) tersebut dibuat 
sebelum adanya perubahan terhadap Pasal 6 khususnya penambahan 
Pasal 6A ayat (1) UUD 1945 tentang “Pemilihan Presiden dan Wakil 
Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat” 
(Djuanda, 2005: 239). 
Kemudian, berkaitan dengan pembagian kekuasaan secara 
vertikal, maka UUD 1945 baik sebelum maupun sesudah perubahan 
tetap dilandasi dengan bentuk negara kesatuan. Sebagai negara 
kesatuan, Indonesia mengenal 2 (dua) tingkat pemerintahan, yaitu 
pemerintah nasional (pusat) dan pemerintahan daerah (Juanda, 2005: 
46). Implikasi dari ketentuan tersebut maka berdasarkan UUD 1945 
sebelum perubahan Indonesia membagi negaranya ke dalam daerah-
daerah otonom dan wilayah administratif. Konsekuensi dari adanya 
daerah otonom dan administrasi melahirkan pemerintah daerah otonom 
dan pemerintah wilayah administratif. Kedua pemerintah tersebut 
sebelumnya merupakan pengejawantahan dari pelaksanaan fungsi-
fungsi pemerintahan yang digariskan oleh pemerintah pusat. Adanya 
pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada daerah-daerah 
otonom bukanlah hal itu diatur di dalam konstitusi, tetapi karena 
masalah itu adalah merupakan hakikat dari negara kesatuan (Sri 
Soemantri, 1998: 53). 
Ketentuan lebih lanjut dalam rangka penyelenggaraan 
pemerintahan daerah diatur melalui undang-undang. Dewasa ini 
undang-undang yang berlaku adalah UU No. 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah. Ada 4 (empat) prinsip penyelenggaraan 
pemerintahan daerah dalam undang-undang tersebut, yaitu: 
(1) Pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus 
sendiri uruasan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas 
pembantuan. Asas otonomi menunjuk kepada hak, wewenang, dan 
kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri 
urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan. Sementara itu, tugas 
pembantuan merupakan penugasan dari pemerintah kepada daerah 
dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota 
dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa 
untuk melaksanakan tugas tertentu; 
(2) Pemerintah daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan dan 
kepentingan masyarakat untuk mempercepat terwujudnya 
kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, 
pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, sehingga mampu 
meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip 
demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan 
serta potensi dan keanekaragaman dalam sistem Negara Kesatuan 
Republik Indonesia; 
(3) Pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan 
efektivitas penyelenggaraan otonomi daerah perlu memperhatikan 
hubungan antara susunan pemerintahan dan antar pemerintahan 
daerah, potensi dan keanekaragaman daerah dengan 
memperhatikan peluang dan tantangan dalam persaingan global 
dengan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan 
teknologi; dan 
(4) Pemerintahan daerah dilaksanakan dengan asas desentralisasi dan 
asas dekonsentrasi dengan kewenangan yang seluas-luasnya 
disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan 
otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan 
pemerintahan negara. 
Cara penyerahan kewenangan dilaksanakan menurut general 
competence. Dalam undang-undang ditentukan bahwa kewenangan 
pemerintah pusat mencakup urusan-urusan: politik luar negeri, 
pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, dan 
agama. Sedangkan urusan pemerintahan yang kewenangan provinsi 
dan kabupaten/kota adalah di luar yang ditentukan untuk pemerintah 
pusat mencakup: 
  (1) Perencanaan dan pengendalian pembangunan; 
 (2) Perencanaan, pengawasan, dan pemanfaatan tata ruang; 
 (3) Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; 
 (4) Penyediaan sarana dan prasarana umum; 
 (5) Penanganan di bidang kesehatan; 
 (6) Penyelenggaraan bidang pendidikan dan alokasi sumber daya            
manusia; 
 (7) Penanggulangan masalah sosial lintas kabupaten/kota; 
 (8) Fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil, dan menengah; 
 (9) Pengendalian lingkungan hidup; 
 (10) Pelayanan pertanahan; 
 (11) Pelayanan kependudukan dan catatan sipil; 
 (12) Pelayanan administrasi umum pemerintahan; 
 (13) Pelayanan administrasi penanaman modal; 
 (14) Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya; 
 (15) Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan 
perundang-undangan. 
Dalam UU No. 32 Tahun 2004 disebutkan bahwa pemerintah 
provinsi menganut asas dekonsentrasi sekaligus desentralisasi. 
Berdasarkan asas dekonsentrasi maka provinsi merupakan wilayah 
administrasi (local state government).keberadaan wilayah administrasi 
merupakan implikasi logis dari penerapan asas dekonsentrasi.  Dalam 
hal ini, dekonsentrasi merupakan pelimpahan wewenang pemerintahan 
oleh pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau 
kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. Karena yang diserahkan 
kepada gubernur selaku wakil pemerintah pusat hanya kewenangan 
administrasi maka terjadi hubungan hirarki antara pemerintah pusat 
dengan wilayah administrasi. Dengan demikian, wilayah administrasi 
propinsi adalah bawahan/subordinat dari pemerintah pusat dan 
posisinya tergantung dari pemerintah pusat. Provinsi di samping 
menganut asas dekonsentrasi juga menganut asas desentralisasi 
sehingga ia juga merupakan daerah otonom (local self government). 
Sebagai daerah otonom, provinsi mempunyai wewenang mengatur dan 
mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan aspirasinya. 
Sebagai wilayah administrasi, provinsi dikepalai oleh kepala 
wilayah administrasi sebagai wakil pemerintah pusat. Oleh karena itu 
ia bertanggung jawab kepada pemerintah pusat. Sementara itu, sebagai 
daerah otonom, provinsi dikepalai oleh kepala daerah otonom yang 
bertanggung jawab kepada DPRD. Dalam hal ini, gubernur memangku 
kedua fungsi tersebut. 
Selanjutnya, sesuai dengan UUD 1945 sebelum dirubah, 
pemerintah daerah terdiri atas daerah besar dan daerah kecil. Daerah 
besar adalah pemerintah provinsi sedangkan daerah kecil adalah 
pemerintah kabupaten/kota dan desa. Dalam hal provinsi sebagai 
daerah otonom, maka pemerintah kabupaten/kota bukanlah bawahan 
provinsi, tetapi sesama daerah otonom, sehingga hubungannya bersifat 
koordinatif. Pemerintah kabupaten dipimpin oleh bupati. Pemerintah 
kabupaten memiliki DPRD Kabupaten sebagai lembaga pembuat 
kebijakan dan pengawas pemerintahan daerah yang anggotanya  dipilih 
melalui pemilihan umum. Di samping pemerintah kabupaten, ada 
pemerintah kota. Pemerintah kota sejajar dengan pemerintah 
kabupaten karena sama-sama daerah otonom dengan asas 
desentralisasi penuh. Pemerintah kota memiliki DPRD Kota yang juga 
dipilih melalui pemilihan umum. Pemerintah kota dipimpin oleh 
walikota. 
 
B. KERANGKA PEMIKIRAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, nampak bahwa 
penyelenggaraan desentralisasi memerlukan dukungan pembiayaan, 
yang diharapkan secara konkrit diperoleh dari investasi. Sesuai dengan 
peranan dalam sistem demokrasi dan perekonomian global, pemerintah 
menjadi mediator diantara berbagai faktor dan aktor melalui 
optimalisasi pelayanan dengan watak yang responsif. Dengan 
dukungan sistem regulasi dan kelembagaan birokrasi, maka 
responsivitas diharapkan akan menjadi wujud utama 
pertanggungjawaban kebijakan desentralisasi itu demi kepentingan 
masyarakat. 
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BAB III 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. PENGEMBANGAN SISTEM PELAYANAN BIROKRASI DALAM 
KEBIJAKAN INVESTASI DAERAH di KABUPATEN SRAGEN 
Investasi daerah merupakan faktor penting dalam memajukan 
pertumbuhan ekonomi daerah oleh karena itu Pemerintah Daerah harus 
mengedepankan upaya menumbuhkan investasi di daerah sebagai sumber 
pertumbuhan ekonomi daerah. Guna menciptakan iklim yang kondusif bagi 
investasi daerah, Pemerintah Kabupaten Sragen melakukan pengembangan 
sistem pelayanan birokrasi dalam kebijakan investasi daerah di Kabupaten 
Sragen. Adapun pengembangan sistem tersebut yaitu efisiensi pelayanan 
birokrasi dengan menerapkan layanan satu pintu, transparansi pelayanan 
birokrasi dengan menerapkan electronic government dan pemberian 
kemudahan pelayanan perizinan bagi investor pemula.   
 
1. Efisiensi Pelayanan Birokrasi Dengan Menerapkan Layanan Satu 
Pintu 
Kinerja birokrasi dalam memberikan pelayanan kepada publik  
merupakan variabel yang mempengaruhi iklim investasi. Dalam pada itu, 
diharapkan daerah tidak mempersulit usaha investasi dengan 
memperpanjang birokrasi dari pengusaha serta jaminan keamanan dan 
ketertiban setempat atau daerah. Jangan sampai soal perizinan investasi di 
daerah semakin dipersulit, justru di era globalisasi dimana persaingan 
semakin tajam (HAW. Widjaja, 2005: 57). 
Berkaitan dengan kinerja birokrasi, di Indonesia ternyata 
kualitasnya masih buruk. Dengan mengambil fokus kepada birokrasi 
investasi, survei  The Political and Economic Risk Consultancy Ltd yang 
mengambil 1.000 responden ekspatriat di Asia, Indonesia menduduki 
peringkat kedua terburuk. Dalam survei tersebut, digunakan skala 
penilaian 0 sampai dengan 10. Semakin mendekati angka 10, maka sistem 
birokrasi negara tersebut semakin buruk (Kompas, 2 Juli 2005). Dalam 
laporan itu, antara lain dikatakan bahwa birokrasi “hidup” sangat baik di 
Asia, tidak peduli dengan apa pun bentuk sistem politik di negara tersebut. 
Pemerintah yang seharusnya memberikan pelayanan publik sepertinya 
lebih bertindak sebagai penguasa dan bukan pelayan. Kebijakan yang 
dikeluarkan sepertinya bukan mempermudah, melainkan mempersulit 
investor. Dengan tingginya biaya formal yang harus dikeluarkan, para 
pengusaha akhirnya lebih memilih jalur nonformal. Tidak heran, jika 
negara yang buruk birokrasinya memiliki korelasi yang besar dalam hal 
tingkat korupsi tinggi.  Survei sejenis pernah dilakukan oleh Bank Dunia 
yang menunjukkan bahwa untuk mulai investasi di Indonesia pengusaha 
harus melewati 12 prosedur yang memerlukan waktu 151 hari. Dalam hal 
biaya, prosedur panjang ini setara dengan 130,7% dari pendapatan per 
kapita penduduk Indonesia. Para investor juga menaruh uangnya minimal 
125,7% dari pendapatan per kapita di bank untuk memperoleh ijin 
berusaha. Untuk menutup usaha membutuhkan waktu 6 (enam) tahun dan 
melewati sebanyak 34 prosedur (Kompas, 2 Juli 2005). 
Demi menjawab kebutuhan dunia investasi, Pemerintah Daerah 
Kabupaten Sragen membentuk Unit pelayanan Terpadu dengan Keputusan 
Bupati Sragen Nomor 17 Tahun 2002 tanggal 24 Mei 2002 tentang 
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Terpadu. Unit 
Pelayanan Terpadu Kabupaten Sragen di operasionalkan secara resmi pada 
tanggal 1 Oktober 2002 oleh Bupati Sragen, kebijakan tersebut didukung 
oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen dengan surat 
Ketua DPRD Kabupaten Sragen Nomor 170/288/15/2002 tanggal 27 
September 2002 perihal Persetujuan Operasional Unit Pelayanan Terpadu 
Kabupaten Sragen. 
Pada tahun 2003 status Unit Pelayanan Terpadu Kabupaten Sragen 
berubah menjadi Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Sragen. Status 
tersebut berubah setelah dikeluarkannya Peraturan Daerah Nomor 15 
Tahun 2003 tentang Pembentukan Kantor Pelayanan Terpadu. 
Kemudian pada tahun 2006 telah dikuatkan dengan Peraturan 
Daerah Nomor 4 Tahun 2006 tanggal 20 Juli 2006 dalam bentuk Badan 
Pelayanan Terpadu Kabupaten Sragen. Namun sampai saat penulisan 
hukum ini disusun, Badan Pelayanan Terpadu Kabupaten Sragen belum 
dioperasionalkan secara resmi oleh Bupati Sragen sehingga sampai saat ini 
operasional pelayanan masih dalam bentuk Kantor Pelayanan Terpadu. 
Dasar hukum pembentukan Kantor Pelayanan Terpadu adalah 
Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kantor 
Pelayanan Terpadu, sedangkan pedoman pelayanan umumnya terdapat di 
dalam Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pelayanan Umum di Kantor Pelayanan Terpadu. 
Pembentukan Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Sragen telah 
membantu menciptakan pelayanan birokrasi yang efisien. Sebelum adanya 
layanan satu pintu yang diselenggarakan oleh Kantor Pelayanan Terpadu 
Kabupaten Sragen, jangka waktu prosedur penyelesaian perizinan 
mencapai sekitar 150 hari namun dengan adanya layanan satu pintu 
birokrasi dipangkas sehingga untuk mengurus perizinan hanya 
membutuhkan waktu maksimal 12 hari. Disamping itu Kantor Pelayanan 
Terpadu Kabupaten Sragen juga melakukan transparansi pelayanan 
perizinan dengan menginformasikan kepada masyarakat mengenai jenis 
pelayanan perizinan, biaya dan standar waktu penyelesaian perizinan 
sehingga memberikan jaminan kepastian kepada investor dan 
menghindarkan investor dari pungutan-pungutan liar. 
Pelayanan umum di Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Sragen 
meliputi 52 (lima puluh dua) jenis pelayanan perizinan, hal tersebut 
berdasarkan Peraturan Bupati Sragen Nomor 6 Tahun 2005 tentang 
Pelimpahan Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan Kepada Kepala 
Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Sragen. Berikut ini adalah beberapa 
jenis pelayanan perizinan beserta transparansi standar waktu penyelesaian 
pelayanan perizinan di Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Sragen: 
 
NO JENIS PELAYANAN STANDAR WAKTU 
PENYELESAIAN 
1. Izin Prinsip 10 hari 
2. Izin Lokasi 10 hari 
3. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) 10 hari 
4. Izin Gangguan dan Izin Tempat Usaha 
(HO/ITU)  
6 hari 
5. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) 3 hari 
6. Izin Usaha Industri (IUI) 5 hari 
7. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) 3 hari 
8. Tanda Daftar Industri (TDI)  3 hari 
9. Izin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum 5 hari 
10. Izin Usaha Rumah Makan 5 hari 
11. Izin Usaha Salon Kecantikan 4 hari 
12. Izin Usaha Hotel 10 hari 
13. Izin Biro atau Agen Perjalanan Wisata 8 hari 
14. Izin Pondok Wisata 8 hari 
15. Izin Penutupan Jalan 2 hari 
16. Izin Pajak Reklame 1 hari 
17 Izin Usaha Penggilingan Padi,Huller dan 
Penyosohan Beras 
6 hari 
18. Izin Praktek Bersama Dokter Umum atau 
Gigi 
3 hari 
19. Izin Pendirian Rumah Sakit Bersalin 10 hari 
20. Izin Pendirian Balai Pengobatan 7 hari 
21. Izin Praktek Dokter Spesialis 3 hari 
22. Izin Praktek Dokter umum/gigi 3 hari 
23. Izin praktek bidan 3 hari 
24. Izin praktek perawat 3 hari 
25. Izin pendirian apotek 5 hari 
26. Izin pendirian optik 5 hari 
27. Izin praktek tukang gigi 2 hari 
28. Izin pendirian toko obat 5 hari 
29. Izin pengobatan tradisional 3 hari 
30. Izin produksi makanan dan minuman 3 hari 
31. Rekomendasi pendirian RS swasta 3 hari 
32. Rekomendasi pendirian pusat kebugaran 3 hari 
33. Rekomendasi pendirian salon kecantikan 3 hari 
34. Rekomendasi pendirian lembaga 
pendidikan 
5 hari 
35. Izin praktek bersama dokter spesialis 3 hari 
36. Tanda Daftar Gudang (TDG) 3 hari 
37. Pendirian penggunaan ketel uap, minyak 
untuk setiap ketel 
6 hari 
38. Perizinan penggunaan bejana uap atau 
pemanasan air atau ekonomiser yang 
berdiri sendiri atau penguapan 
6 hari 
39. Perizinan penggunaan bejana tekan 6 hari 
40. Perizinan botol baja 6 hari 
41. Perizinan penggunaan pesawat angkat 
dan angkut 
6 hari 
42. Perizinan penggunaan pesawat tenaga dan 
produksi 
6 hari 
43. Perizinan penggunaan instalasi kebakaran 6 hari 
44. Perizinan penggunaan instalasi listrik 6 hari 
45. Perizinan penggunaan instalasi petir 6 hari 
46. Izin praktek tetap 6 hari 
47. Izin usaha angkutan 6 hari 
48. Izin kursus 5 hari 
49. Izin usaha peternakan 6 hari 
50. Izin usaha pemotongan hewan 6 hari 
51. Izin pendirian keramba apung 5 hari 
52. Izin usaha jasa konstruksi 3 hari 
Tabel 1. Jenis dan Standar Waktu Penyelesaian Pelayanan Perizinan di 
Kantor Pelayanan Terpadu Kabuapten Sragen 
 
Maksud didirikannya Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten sragen 
adalah untuk menyelenggarakan layanan perizinan dan non perizinan yang 
prima dan satu pintu. Hal tersebut diharapkan dapat mendorong 
terciptanya iklim usaha yang kondusif bagi penanaman modal dan 
investasi dalam rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat Kabupaten 
sragen. 
Adapun prinsip dari pelayanan prima adalah sebagaimana yang 
tertuang dalam Keputusan Menpan nomor 81 Tahun 1993 antara lain 
sederhana, jelas, aman, transparan, effisien, ekonomis, adil dan tepat 
waktu. 
Sedangkan tujuan didirikannya Kantor Pelayanan Terpadu 
Kabupaten sragen adalah : 
a) Mewujudkan pelayanan prima; 
b) Meningkatkan efisiensi dan efektifitas kinerja aparatur Pemerintah 
Daerah Kabupaten Sragen, khususnya yang terlibat langsung dengan 
pelayanan masyarakat; 
c) Mendorong kelancaran pemberdayaan ekonomi masyarakat, yang pada 
gilirannya masyarakat dapat terdorong untuk ikut berpartisipasi aktif 
dalam berbagai kegiatan pembangunan  
Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten sragen  di dalam melakukan 
pelayanan perizinan mempunyai visi dan misi. Visi Kantor Pelayanan 
Terpadu Kabupaten sragen adalah unggul dalam kualitas layanan 
professional. Adapun misinya adalah : 
a) Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan kepada 
masyarakat; 
b) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan melalui 
pelayanan perizinan dan non perizinan; 
c) Meningkatkan citra aparatur pemerintah dengan memberikan 
pelayanan yang mudah, cepat, aman, transparan, nyaman, ramah dan 
pasti; 
d) Meningkatkan kompetensi dan profesionalitas Sumber Daya Manusia 
(SDM) di bidang pelayanan. 
Penyederhanaan birokrasi berarti menyederhanakan mekanisme 
alur pelayanan perizinan sehingga masyarakat cepat bisa memahami dalam 
mengurus peizinan yang dibutuhkan. Mekanisme pengajuan permohonan 
perizinan yaitu pertama pemohon mendatangi loket pelayanan perizinan 
yang dimaksud dengan membawa berkas-berkas permohonan beserta 
persyaratan yang telah ditentukan, kemudian akan dilakukan pemeriksaan 
berkas-berkas oleh pegawai Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Sragen, 
setelah itu dilakukan proses pemeriksaan lapangan dan kemudian pegawai 
Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Sragen akan melakukan proses 
pembuatan perizinan sesuai dengan standar waktu yang ada bahkan 
terkadang dapat lebih cepat dari standar waktu yang ditentukan. Setelah 
proses pembuatan perizinan tersebut selesai pemohon melakukan 
pembayaran atas biaya penyelesaian perizinan sesuai dengan yang telah 
ditentukan dalam Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pelayanan Umum di Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten 
Sragen.  
Efisiensi pelayanan birokrasi dengan menerapkan layanan satu 
pintu harus didukung dengan kualitas pelayanan birokrasi yang 
professional. Guna meningkatkan kualitas pelayanan terhadap publik, 
Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen mengambil langkah-langkah berupa 
peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia, perubahan paradigma 
pelayanan, menciptakan kenyamanan dan kerapihan, pemantauan 
kepuasan pelanggan serta penanganan pengaduan secara efisien. 
Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia merupakan salah satu 
variabel penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan terhadap publik. 
Untuk pembekalan bagi pegawai Kantor Pelayanan Terpadu agar dapat 
memberikan pelayanan prima pada masyarakat, maka diselenggarakan 
magang bagi pegawai Kantor Pelayanan Terpadu di Kantor Pelayanan 
Terpadu Kabupaten Gianyar, Propinsi Bali selama satu minggu, sehingga 
dengan program ini diharapkan pegawai-pegawai tersebut sudah 
mempunyai pengalaman dan bekal untuk memberikan pelayanan prima 
pada masyarakat. Selain  magang juga dilaksanakan pelatihan-pelatihan 
berupa diklat komputer dan training. 
  Kualitas pelayanan terhadap publik dipengaruhi oleh paradigma 
pelayanan, oleh karena itu perlu adanya paradigma baru dalam 
memberikan pelayanan terhadap publik. Paradigma baru yang diusung dan 
dikembangkan yaitu “ Menempatkan pelanggan menjadi orang terpenting 
yang harus dilayani, sebab karena merekalah kami bekerja dan mendapat 
gaji dan kami tidak merasa berjasa dengan melayaninya, justru kami 
berterimakasih telah mendapat kesempatan untuk melayaninya.“ 
Paradigma ini akan menjadi tata nilai baru dan budaya kerja baru. 
  Langkah lainnya yang diambil guna meningkatkan kualitas 
pelayanan terhadap publik yaitu dengan menciptakan kenyamanan dan 
kerapihan. Untuk memberikan rasa aman dan nyaman terhadap masyarakat 
pengguna jasa, Kantor Pelayanan Terpadu Kabupatan Sragen telah 
dilengkapi dengan ruang tunggu yang aman, nyaman, bersih, ruangan ber 
AC, dan tempat parkir kendaraan roda dua dan roda empat yang aman 
serta fasilitas-fasilitas lainnya. Disamping itu kerapian merupakan salah 
satu aspek yang diperhatikan dalam peningkatan kualitas pelayanan, untuk 
itu para tenaga pelaksana di Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Sragen 
telah diberikan seragam kerja secara khusus, untuk pegawai laki-laki 
memakai kemeja lengan panjang dan dasi, sedangkan untuk pegawai 
wanita memakai jas/blazer.  
Untuk mengetahui keberhasilan dalam melayani masyarakat, maka 
perlu dilakukan evaluasi oleh karena itu Kantor Pelayanan Terpadu 
Kabupaten Sragen melakukan survey kepuasan pelanggan yang dilakukan 
tiap enam bulan sekali. Survey yang pertama dilakukan pada bulan April 
2003. Survey telah menggunakan indeks kepuasan pelanggan sesuai SK 
MENPAN No. KEP.25/M.PAN/2/2004. Respondennya adalah pelanggan 
yang sedang mencari izin ataupun mencari dokumen lain yang dilayani di 
Kantor Pelayanan Terpadu sebanyak 150 responden. Standar nilai tertinggi 
yang digunakan dalam survey tersebut adalah 100 (seratus), nilai hasil 
survey sampai dengan 80 (delapan puluh) termasuk dalam kategori baik 
sedangkan nilai diatas 80 (delapan puluh) termasuk dalam kategori sangat 
memuaskan. Adapun survey paling terakhir yang dilaksanakan pada 
periode I tahun 2006 menunjukan hasil yang sangat memuaskan dengan 
skor nilai 83,825.  
Selain itu langkah lainnya yang juga merupakan unsur penting 
dalam peningkatkan kualitas pelayanan terhadap publik yaitu penanganan 
pengaduan masyarakat. Salah satu indikator dari responsivitas birokrasi 
adalah sikap para birokrat yang menggunakan keluhan dari masyarakat 
sebagai bahan referensi bagi perbaikan penyelenggaraan pelayanan pada 
masa mendatang. Untuk merespon keluhan masyarakat ada empat aspek 
yang harus diperhatikan yaitu empati pelanggan yang kurang berkenan, 
kecepatan dalam penanganan pengaduan/keluhan, kewajaran atau keadilan 
dalam memecahkan pengaduan/keluhan dan akses terhadap komunikasi 
dan informasi. Adapun masyarakat yang ingin menyampaikan pengaduan 
atau keluhan akan di tangani oleh seksi Bina Program dan Informasi 
Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Sragen. Pengaduan atau keluhan 
dapat disampaikan secara langsung kepada Kantor Pelayanan Terpadu 
melalui seksi Bina Program dan Informasi atau bisa juga disampaikan 
melalui kotak saran yang tersedia ataupun via hand phone dan email yang 
nomor dan situsnya telah disediakan sebagai sarana penanganan 
pengaduan atau keluhan. 
Dengan berpegang teguh pada visi dan misi serta menempuh 
langkah-langkah guna peningkatan kualitas pelayanan, Kantor Pelayanan 
Terpadu Kabupaten Sragen berupaya memberikan output dan outcome 
yang terbaik. Adapun output dan outcome yang telah diraih adalah : 
a)  Output 
 Dari data yang ada, 100% perizinan ataupun non perizinan 
dapat diselesaikan tepat waktu, bahkan sebagian besar dapat lebih 
cepat dari waktu yang ditentukan. 
b)   Outcome 
 Manfaat yang dirasakan masyarakat antara lain adalah : 
(1) Efisiensi waktu, karena pelanggan tidak perlu berulang kali 
mengurus berbagai macam perizinan. Hal tersebut dikarenakan 
perizinan dapat dilayani dan diselesaikan  pada satu tempat dan 
pada waktu yang sama; 
(2) Mendapatkan pelayanan yang lebih baik, mudah, cepat dan pasti 
(baik dari segi biaya dan waktu); 
(3) Pengurusan izin atau dokumen cukup disatu tempat; 
(4) Legalisasi berbagai dokumen cukup disatu tempat dan tidak 
dipungut biaya; 
(5) Terbentuknya citra yang baik mengenai pelayanan di Pemerintah 
Daerah Kabupaten Sragen; 
(6) Terbangunnya rasa percaya masyarakat kepada birokrat; 
(7) Meningkatkan legalitas usaha; 
(8) Merangsang usaha dan investasi baru; 
(9) Mewujudkan iklim usaha yang kondusif.  
Dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, Kantor 
Pelayanan Terpadu Kabupaten Sragen memberikan jaminan kualitas 
pelayanan berupa : 
a) Memiliki tingkat keterjangkauan yang tinggi; 
b) Memiliki tingkat ketepatan yang tinggi; 
c) Memberikan jaminan kesopanan sesuai tata nilai yang berlaku; 
d) Menunjukan kemampuan yang professional; 
e) Memberikan kenyamanan pada pelanggan; 
f) Mempunyai kredibilitas kepada pemohon; 
g) Memiliki tingkat efisiensi yang tinggi; 
h) Memiliki tingkat efektifitas yang tinggi; 
i) Memiliki fleksibilitas yang dapat dipertanggung jawabkan; 
j) Memiliki kejujuran; 
k) Memiliki kemampuan merespon secara cepat. 
  Efisiensi pelayanan birokrasi dengan menerapkan layanan satu 
pintu untuk proses penyelesaian perizinan memberikan banyak kemudahan 
bagi investor sehingga para investor tidak perlu disulitkan dengan 
prosedur birokrasi yang rumit dan panjang. Layanan satu pintu telah 
memberikan jaminan kepastian biaya dan standar waktu penyelesaian 
perizinan bagi para investor tentunya hal tersebut dapat menciptakan iklim 
yang kondusif bagi investasi daerah Sragen.  
     
 2. Transparansi Pelayanan Birokrasi Dengan Menerapkan Electronic 
Government  
   Salah satu indikator pemerintahan yang baik adalah kemampuan 
pemerintah untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada publik. 
Untuk mencapai hal tersebut pemerintah perlu memperbaiki sistem 
birokrasi yang ada, salah satu upaya memperbaiki sistem birokrasi adalah 
dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk 
mendukung berbagai aktivitas pemerintah.   
   Penyelengaraan kepemerintahan berbasis elektronik (teknologi 
informasi dan komunikasi) dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan 
birokrasi disebut dengan electronic government. 
Presiden di dalam Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang 
Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Electronic Government, 
menginstruksikan kepada setiap gubernur dan bupati atau walikota untuk 
mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan tugas, fungsi 
dan kewewenangnya masing-masing guna terlaksananya pengembangan 
electronic government secara nasional. 
Selain penerapan layanan satu pintu penerapan electronic 
government juga merupakan unsur penting dalam pengembangan sistem 
pelayanan birokrasi dalam kebijakan investasi daerah. Sebagai contoh 
sebelum adanya penerapan electronic government seorang investor yang 
membutuhkan informasi-informasi terkait dengan pelayanan perizinan 
harus antri dari satu meja ke meja yang lain pada birokrasi namun setelah 
penerapan electronic government investor dapat dengan mudah mengakses 
informasi-informas tersebut melalui situs pemerintah. 
Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen memanfaatkan teknologi 
informasi dan komunikasi guna transparansi pelayanan publik dan 
mempermudah hubungan komunikasi antara pemerintah dengan institusi 
pemerintah itu sendiri, antara pemerintah dengan masyarakat dan antara 
pemerintah dengan para pelaku bisnis sehingga menghasilkan bentuk 
hubungan G2G (Government to Government), G2C (Government to 
Citizen), G2B (Government to Business enterprises). 
Dalam bentuk hubungan antara pemerintah dan para pelaku bisnis 
khususnya dalam bidang investasi, electronic government dapat 
meningkatkan hubungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen dengan 
para investor. Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen menyadari bahwa 
informasi merupakan komoditas yang sangat penting terutama informasi 
yang terkait dengan kebijakan-kebijakan investasi, pelayanan publik dan 
juga informasi mengenai potensi daerah Sragen. Membuka akses 
informasi dengan memanfaatkan electronic government akan 
meningkatkan efisiensi dan efektifitas pemerintahan disamping itu 
mempermudah investor mengakses informasi. Cara untuk dapat 
mengakses informasi-informasi yang dibutuhkan sangat mudah. Untuk 
mengetahui informasi-informasi tersebut investor tidak perlu secara fisik 
datang langsung ke kantor pemerintahan melainkan para investor dapat 
mengakses informasi-informasi tersebut kapan saja dan dimana saja hanya 
dengan memanfaatkan media komunikasi elektronik internet. 
Sebagaimana yang dikemukakan Budi Agus Riswandi (2003: 15-
16) media komunikasi elektronik internet mempunyai beberapa 
keistimewaan antara lain : 
a) Efficiency (Efisiensi) 
Banyak orang yang salah menilai internet sebagai suatu media 
yang mewah dan berlebihan, yang hanya cocok untuk perusahaan 
bonafide dalam memberikan layanan kepada orang-orang kelas atas 
(highclass). Kalau ditinjau secara lebih mendalam, internet 
sesungguhnya jauh lebih efisien dan ekonomis dibandingkan dengan 
media-media lainnya. 
b) Without boundary (Tanpa batas) 
Internet tidak mengenal tapal batas negara atau benua dan juga 
waktu. Jaringan komputer yang telah terpasang sekarang ini dapat 
diibaratkan bak jaring laba-laba yang telah menyebar luas hampir 
menyelimuti seluruh bagian dunia ini. 
c) 24-Hours online (Terbuka 24 jam) 
Internet adalah suatu media informasi yang berlangsung 
sepanjang waktu. Tidak ada waktu yang khusus untuk memperoleh 
informasi. Kapanpun seseorang mempunyai waktu senggang, ia bisa 
mendapatkannya disaat itu juga.  
Adapun dampak positif yang sangat dirasakan oleh investor dari 
penerapan electronic government adalah layanan satu pintu yang berbasis 
pada teknologi informasi dan komunikasi. Keberhasilan Kantor Pelayanan 
Terpadu Kabupaten Sragen dalam memberikan layanan perizinan yang 
cepat, pasti dan transparan tidak lepas dari dukungan penerapan teknologi 
informasi dan komunikasi yang memadai. 
Kebijakan transparansi pelayanan birokrasi dengan penerapan 
electronic government tidak hanya bersifat informatif namun juga bersifat 
interaktif. Dengan menggunakan media website, sms center ataupun call 
center, para investor dapat berkonsultasi, menyampaikan keluhan ataupun 
aspirasi kepada pemerintah dengan menggunakan media tersebut sehingga 
pemerintah dapat mengetahui kebutuhan para investor untuk kemudian 
dijadikan bahan referensi bagi perbaikan penyelenggaraan pelayanan masa 
mendatang.   
Dalam bentuk hubungan antara pemerintah dengan internal 
pemerintah sendiri, pemanfaatan electronic government menjadikan 
birokrasi menjadi semakin efektif dan efisien. Dengan pemanfaatan 
electronic government, Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen dapat online 
ke tingkat kecamatan sehingga Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen 
dapat mengontrol beberapa pekerjaan sekaligus dengan mudah selain itu 
juga dapat mempermudah koordinasi dengan memanfaatkan sarana email 
atau teleconference.  
Secara umum, penentuan Kebijakan Pembangunan electronic 
government akan dipengaruhi oleh 3 hal seperti digambarkan sebagai 
berikut: 
a) Langkah awal yang perlu dilakukan Pemerintah Daerah dalam 
menyusun kebijakan pembangunan electronic government adalah 
dengan melaksanakan survei sistem yang ada (infrastruktur 
komunikasi data, komputer, jaringan komputer dan sistem apliksi) di 
daerahnya masing-masing untuk mengetahui apa saja yang sudah 
dimiliki saat ini. Hasil survei tersebut merupakan bekal yang sangat 
penting untuk mengidentifikasi masalah dan kendala yang dapat 
mempengaruhi kebijakan yang akan diambil. 
b) Pengaruh kedua datang dari perencanaan pembangunan daerah, 
renstrada, kebijakan politik, kebutuhan pengguna dan ketersediaan 
anggaran. Kelima faktor tersebut akan sangat menentukan prioritas 
kebutuhan spesifik masing-masing Pemerintah Daerah sesuai dengan 
Visi dan Misi pemerintahannya. 
c) Pengaruh ketiga datang dari pengalaman-pengalaman yang sudah 
dimiliki oleh Pemerintah Daerah dalam mengimplementasikan 
electronic government selama ini. Termasuk didalamnya adalah 
pengetahuan yang sudah didapatkan oleh Pemerintah Daerah dari 
pelaksanaan studi banding ke daerah / negara lain yang sudah lebih 
dulu melaksanakan electronic government. 
Selanjutnya ada 2 (dua) faktor penting yang patut untuk 
dipertimbangkan dalam menyusun skala prioritas pembangunan electronic 
government. Kedua faktor tersebut sekaligus menjadi pre-requisite 
(kebutuhan dasar) yang harus dipenuhi untuk dapat melaksanakan program 
electronic government dengan optimal. 
Pre-requisite tersebut bisa saja disiapkan bersamaan dengan 
pembangunan electronic government, atau disiapkan terlebih dahulu 
disetiap awal tahapan pembangunan, sesuai dengan lingkup dan/atau fokus 
pembangunan di tahapan tersebut. Kedua faktor (pre-requisite) tersebut 
adalah: 
a) Sumber Daya Manusia (SDM) 
Untuk dapat melaksanakan program pengembangan electronic 
government dengan optimal diperlukan SDM yang menguasai 
kompetensi dasar bidang komputer, jaringan komputer dan internet, 
minimal sebagai pengguna biasa. Jika pre-requisite tersebut belum 
dipenuhi, ada beberapa langkah yang dapat diambil, misalnya melalui 
pelaksanaan Program Sosialisasi electronic government. 
b) Infrastruktur Komunikasi Data, Komputer, Jaringan Komputer dan 
Sistem Aplikasi 
Ketersediaan infrastruktur komunikasi data, komputer dan jaringan 
komputer merupakan pre-requisite kedua, mengingat aplikasi 
electronic government memang hanya bisa berfungsi optimal jika 
infrastruktur tersebut sudah tersedia. Sedangkan sistem aplikasi juga 
perlu dianalisa apakah dapat berfungsi di infrastruktur yang saat ini 
sudah ada, atau perlu melakukan perbaikan (upgrading) atau bahkan 
pengadaan infrastruktur baru (http://www.depdagri.go.id) 
Salah satu produk electronic government yaitu situs pemerintah. 
Untuk memanajemen situs pemerintah diperlukan Sumber daya yang 
kompeten dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi. Kementerian 
komunikasi dan informasi telah mengeluarkan panduan penyelenggaraan 
situs web Pemerintah Daerah. Dalam panduan tersebut dijelaskan bahwa 
organisasi manajemen situs web Pemerintah Daerah sebaiknya terdiri dari 
:   
a) Pelindung (Gubernur/Bupati/Walikota); 
b) Penanggungjawab Situs Web Pemerintah Daerah (eselon tertinggi 
pada organisasi struktural Pemerin-tahan Daerah);  
c) Manajer Situs (eselon satu tingkat dibawah eselon tertinggi pada 
organisasi struktural Pemerintahan Daerah);  
d) Tim Pengelola (sejumlah pegawai Pemerintah Daerah yang mampu, 
serta mempunyai standar kompetensi di bidang teknologi informasi).  
Melakukan tugas operasional situs web, pemantauan dan pemeliharaan 
standar-standar situs web, terutama tanggungjawab pemasukan 
informasi yang tersebar luas di dalam organisasi pemerintah daerah;  
e) Tim Asistensi (para eselon satu tingkat dibawah eselon tertinggi pada 
organisasi struktural pemerintah daerah, mewakili unit-unit kedinasan 
yang ada di daerah); 
Struktur organisasi, ukuran, dan jumlah tim yang terlibat pada 
suatu pengelolaan situs web pemerintah daerah akan bervariasi tergantung 
pada kebutuhan organisasinya. 
Adapun Tugas-tugas stratejik yang perlu dilakukan di dalam 
pembuatan dan pengembangan situs web pemerintah daerah adalah : 
a) Identifikasi pengunjung dan non pengunjung situs web, jika 
dimungkinkan dapat dilakukan melalui riset atau dialog dengan 
kelompok pengunjung; 
b) Identifikasi keinginan sejumlah pengunjung situs web untuk dapat 
memenuhi kebutuhannya pada situs web pemerintah daerah yang 
dibuat; 
c) Memberi pemahaman dan respon yang memuaskan kepada 
pengunjung situs web (baik melalui penilaian umpan balik maupun 
riset penggunaan situs web); 
d) Penyediaan sumberdaya manusia, khususnya untuk pelaksana dengan 
keterampilan dan kemampuan sesuai standar kompetensi untuk tim 
situs web; 
e) Keterpaduan situs web dengan proses bisnis yang berhubungan 
publikasi elektronik dan publik, seperti cara pengunjung mengakses 
situs web, publikasi informasi yang disampaikan, masalah manajemen 
yang berhubungan dengan  penyimpanan, informasi, dokumen, 
pengetahuan, serta cara rekrutmen dan konsultasi; 
f) Keterpaduan situs web kedalam strategi organisasi untuk 
melaksanakan pemerintahan yang terbuka dan kemudahan 
memperoleh informasi; 
g) Pemantauan pengembangan situs web dan keberhasilannya sebagai 
alat untuk memenuhi tujuan-tujuan organisasi pemerintahan; 
h) Perancangan stratejik online untuk masa depan organisasi termasuk 
kebutuhan bisnis;  
i) Identifikasi posisi situs web di dalam stratejik organisasi secara 
keseluruhan termasuk strategi komunikasi; 
j) Keterpaduan antara situs web internet dengan organisasi intranet yang 
ada di kantor pemerintah daerah serta sistem lainnya; 
k) Kesesuaian dengan strategi electronic government secara keseluruhan. 
 
 3. Pemberian Kemudahan Pelayanan Perizinan Bagi Investor Pemula 
   Pemberian kemudahan pelayanan perizinan bagi investor pemula 
merupakan salah satu dari pengembangan sistem pelayanan birokrasi 
dalam kebijakan investasi daerah di Kabupaten Sragen. Pemberian 
kemudahan pelayanan perizinan bagi investor pemula tentunya merupakan 
nilai tambah yang dijadikan bahan pertimbangan bagi investor yang ingin 
menanamkan modalnya di Kabupaten Sragen. 
   Seperti yang di amanatkan dalam Instruksi Bupati Sragen Nomor 2 
Tahun 2004 tentang  Kemudahan Pelayanan Perizinan Bagi Investor 
Pemula, Bupati Sragen telah menginstruksikan kepada Kepala Kantor 
Pelayanan Terpadu Kabupaten Sragen dan Kepala Kantor Pertanahan 
Kabupaten Sragen untuk memberikan kemudahan, pengurangan  atau 
pembebasan biaya retribusi perizinan bagi investor pemula atau baru di 
Kabupaten Sragen dengan kriteria sebagai berikut : 
a) Usaha yang sifatnya menghasilkan industri yang ramah lingkungan; 
b) Lokasi zona industri atau lokasi lain yang sesuai dengan 
peruntukannya di Kabupaten Sragen; 
c) Mempunyai dampak yang luas terhadap pertumbuhan ekonomi, 
terutama dalam penyerapan tenaga kerja. 
 Jenis perizinan sebagaimana dimaksud di atas adalah meliputi : 
a) Izin prinsip; 
b) Izin lokasi; 
c) Izin perubahan dan peruntukan tanah; 
d) Izin mendirikan bangunan (IMB); 
e) Izin gangguan (HO); 
f) Surat izin usaha perdagangan (SIUP); 
g) Tanda daftar perusahaan (TDP); 
h) Tanda daftar industri (TDI). 
   Adapun biaya operasional perizinan tersebut di bebankan pada 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), kemudian Bupati 
Sragen juga menginstruksikan agar menginformasikan pemberian 
kemudahan perizinan tersebut kepada masyarakat luas melalui media 
massa maupun media elektronika yang ada (pengumuman media cetak, 
media elektronika, website, dan lain sebagainya). Instruksi tersebut mulai 
berlaku sejak tanggal ditetapkan yaitu tanggal 31 Desember 2004 sampai 
dengan tanggal 31 Desember 2006. 
   Dengan demikian telah terjawab rumusan masalah yang pertama 
bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen secara responsif menyadari 
kebutuhan-kebutuhan dunia investasi dan secara responsif memenuhi 
kebutuhan-kebutuhan investor dengan melakukan pengembangan sistem 
pelayanan birokrasi berupa efisiensi pelayanan birokrasi dengan 
menerapkan layanan satu pintu, transparansi pelayanan birokrasi dengan 
menerapkan electronic government dan pemberian kemudahan pelayanan 
perizinan bagi investor pemula. 
 
 
B. FAKTOR PENGHAMBAT PENGEMBANGAN  SISTEM 
PELAYANAN BIROKRASI DALAM KEBIJAKAN INVESTASI 
DAERAH KABUPATEN SRAGEN 
Dalam proses pengembangan sistem pelayanan birokrasi terkait 
dengan kebijakan investasi daerah Kabupaten Sragen terdapat beberapa faktor 
yang menjadi penghambat, faktor-faktor penghambat tersebut dikategorikan 
dalam dua faktor yaitu :  
1. Faktor Yuridis 
a) Masih Banyak Peraturan Daerah Yang Kurang Mendukung 
Pertumbuhan Investasi Daerah Kabupaten Sragen 
Meskipun telah dibentuk regulasi-regulasi yang pro investasi 
namun disamping itu juga masih banyak regulasi-regulasi yang tidak 
mendukung pertumbuhan investasi daerah Kabupaten Sragen. Cukup 
banyak Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
yang berlaku di Kabupaten Sragen, bahkan Pemerintah Daerah 
Kabupaten Sragen menerbitkan Peraturan Daerah tentang Pajak 
Daerah selain jenis Pajak Daerah yang tercantum dalam Undang-
Undang Nomor 34 Tahun 2000 Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 
65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah dan juga menerbitkan Peraturan 
Daerah tentang Retribusi Daerah selain jenis Retribusi Daerah yang 
tercantum dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Juncto 
Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah. 
Padahal dalam Pasal 158 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 
2004 tentang Pemerintah Daerah disebutkan secara jelas bahwa “ 
Pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan dengan Undang-Undang 
yang pelaksanaannya di daerah di atur lebih lanjut dengan Perda.” 
Kemudian Ayat (2) menegaskan bahwa “ Pemerintahan Daerah 
dilarang melakukan pungutan  atau dengan sebutan lain diluar yang 
telah ditetapkan Undang-Undang.” Tindakan Pemerintah Daerah 
Kabupaten Sragen yang menerbitkan Peraturan Daerah tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah diluar yang telah ditetapkan Undang-
Undang tentu saja bertentangan dengan prinsip daya saing 
perekonomian. Berikut ini jumlah Peraturan Daerah tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah yang diberlakukan oleh Pemerintah 
Daerah Kabupaten Sragen : 
No Jenis Pungutan Jumlah 
1. Peraturan Daerah tentang Pajak 
Daerah 
9 
2. Peraturan Daerah tentang Retribusi 
Daerah 
37 
3. Peraturan Daerah tentang Retribusi 
Jasa Umum 
16 
4. Peraturan Daerah tentang Retribusi 
Jasa Usaha 
9 
5. Peraturan Daerah tentang Retribusi 
Perizinan Tertentu 
13 
6. Peraturan Daerah Pungutan Lain-
Lain 
3 
Tabel 2. Jenis dan Jumlah Pungutan 
Masih banyaknya Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah tentu menghambat pengembangan sistem pelayanan 
birokrasi karena bertentangan dengan  prinsip pemberian kemudahan 
pelayanan perizinan bagi investor pemula. Kendatipun para investor 
pemula telah diberi kemudahan dalam hal pelayanan perizinan namun 
disisi lain investor harus menghadapi cukup banyak jenis Peraturan 
Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 
b) Belum Ada Penyempurnaan Undang-Undang Yang Signifikan Bagi 
Iklim Investasi 
Ada tiga Undang-Undang yang signifikan bagi dunia investasi, 
Undang-Undang Tersebut yaitu Undang-Undang tentang Penanaman 
Modal, Undang-Undang tentang Pajak dan Undang-Undang tentang 
Tenaga Kerja. Sudah lama ketiga Undang-Undang tersebut dalam 
proses penggodokan untuk dilakukan penyempurnaan namun sampai 
saat ini belum ada kesepakatan di antara para elemen yang 
berkepentingan. Disisi lain investor menunggu kepastian aturan baku 
investasi, perpajakan dan ketenaga kerjaan demi kepastian hukum 
dalam aktifitasnya menanamkan modal. Belum adanya kepastian 
hukum tersebut tentu saja mempengaruhi iklim investasi di Indonesia 
yang kemudian berimbas pada iklim investasi di daerah. 
c) Jenis Perizinan Yang Masih Banyak  
Meskipun telah dilakukan penyederhanaan birokrasi dengan 
layanan satu pintu sehingga waktu penyelesaian pelayanan perizinan 
lebih cepat namun untuk mendirikan suatu usaha para pelaku usaha 
harus menghadapi sekian banyak jenis perizinan, sebagai contoh 
investor yang ingin mendirikan usaha rumah makan harus mengurus 
jenis perizinan yang banyak antara lain izin prinsip, izin lokasi, izin 
mendirikan bangunan, izin gangguan, izin tempat usaha, surat izin 
usaha perdagangan, dan lain-lain.  
2. Faktor Politis  
 Faktor stabilitas politik dan keamanan negara selalu menjadi point 
pertimbanganan bagi para investor dalam menanamkan modalnya. 
Beberapa negara investor mempunyai persepsi yang negatif terhadap 
stabilitas politik dan keamanan di negara Indonesia. Dari aspek stabilitas 
politik, masih banyak persepsi negatif terhadap pemerintah terutama 
mengenai praktek korupsi, kolusi dan nepotisme yang dilakukan aparat 
pemerintah. Disamping itu di tinjau dari aspek keamanan negara, masih 
sering terjadi kerusuhan massa dan unjuk rasa para pekerja. hal ini tentu 
saja mempengaruhi iklim investasi di Indonesia yang akhirnya juga 
berimbas pada iklim investasi daerah. 
 
C. UPAYA-UPAYA UNTUK MENGATASI HAMBATAN DALAM 
PENGEMBANGAN SISTEM PELAYANAN BIROKRASI DALAM 
KEBIJAKAN INVESTASI DAERAH KABUAPTEN SRAGEN  
  Setiap hambatan-hambatan yang muncul dalam pengembangan sistem 
pelayanan birokrasi dalam kebijakan investasi daerah Kabupaten Sragen tidak 
pernah menghentikan Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen untuk terus 
berupaya mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Upaya-upaya tersebut 
antara lain : 
1. Upaya Dari Faktor Yuridis 
a) Membatalkan Atau Merevisi Peraturan Daerah Yang Kurang 
Mendukung Pertumbuhan Investasi Daerah Kabupaten Sragen    
 Terkait hambatan berupa masih banyaknya peraturan daerah 
yang kurang mendukung pertumbuhan investasi daerah Kabupaten 
Sragen seperti Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi 
Daerah maka upaya yang dapat dilakukan adalah membatalkan atau 
merevisi Peraturan-Peraturan Daerah tersebut. 
Adapun Peraturan Daerah yang dibatalkan adalah Peraturan 
Daerah tentang Pajak Daerah diluar jenis Pajak Daerah yang tercantum 
dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Juncto Peraturan 
Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah dan Peraturan 
Daerah tentang Retribusi Daerah diluar jenis Retribusi Daerah yang 
tercantum dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Juncto 
Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah. 
Seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa peraturan yang dibawah 
tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang diatasnya. Oleh 
karena itu hendaknya Peraturan-Peraturan Daerah tersebut dibatalkan 
karena bertentangan dengan peraturan yang diatasnya. 
Mengenai Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah yang jenisnya sudah sesuai seperti yang tercantum 
dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Juncto Peraturan 
Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah dan Undang-
Undang Nomor 34 Tahun 2000 Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 
66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah dapat direvisi jika dalam 
pelaksanaannya ternyata menghambat pertumbuhan investasi di daerah 
Kabupaten Sragen. Kemudian jika ternyata dibutuhkan revisi terhadap 
Peraturan Daerah tersebut maka dalam penyusunan dan pembahasan 
hendaknya melibatkan pihak ketiga yaitu para pelaku usaha, tokoh atau 
wakil masyarakat dan kalangan akademis. 
b) Penyempurnaan Peraturan Daerah Yang Terkait Dengan Perizinan 
Untuk mengatasi hambatan berupa masih banyaknya jenis 
perizinan maka upaya yang dilakukan adalah menyempurnakan 
Peraturan Daerah yang terkait dengan perizinan dengan 
menyederhanakan jenis perizinan. Dalam rangka penyederhanaan 
tersebut Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen akan melakukan review 
terhadap Peraturan Daerah yang terkait dengan perizinan.    
c) Berupaya Mencapai Kesepahaman Bersama 
Mengenai Rancangan Undang-Undang tentang Penanaman 
Modal, Rancangan Undang-Undang tentang Pajak dan Rancangan 
Undang-Undang tentang Tenaga Kerja hingga saat ini belum ada 
kesepakatan diantara para elemen yang berkepentingan. Oleh karena 
itu hendaknya para elemen tersebut tidak terlalu mengedepankan 
kepentingan masing-masing namun harus berupaya mencapai 
kesepahaman bersama demi kebaikan bersama. 
2. Upaya Dari Faktor Politis  
  Di tinjau dari aspek stabilitas politik, masih banyak persepsi 
negatif terhadap pemerintah terutama mengenai praktek korupsi, kolusi 
dan nepotisme yang dilakukan aparat pemerintah. Oleh karena itu 
pemerintah harus benar-benar berupaya memberantas korupsi, kolusi dan 
nepotisme dalam tubuh pemerintah itu sendiri. Robert Klitgaard (2002: 26) 
menjelaskan bila dihadapkan pada korupsi sistematis, hendaknya disadari 
bahwa pendekatan-pendekatan biasa yang berkisar disekitar penegakan 
hukum, tidak cukup. Kekuasaan sebesar apapun untuk melakukan 
penyelidikan akan gagal bila perangkat penyelidikan itu sendiri korup. 
Bentuk lembaga baru yang independen untuk memerangi korupsi, dengan 
anggota yang dipilih secara hati-hati,cakap dan berjiwa kepemimpinan dan 
tidak gentar menghadapi apa pun, dan dengan kontrol intern yang kuat. 
Bentuk badan-badan pengawas beranggotakan warga masyarakat untuk 
mengarahkan dan memantau lembaga anti korupsi itu. Kedua langkah ini 
akan menimbulkan kepercayaan masyarakat pada pemerintah. 
  Disamping mengenai stabilitas politik, hal yang selalu 
dikhawatirkan investor adalah mengenai kondisi keamanan negara. Untuk 
menjaga keamanan negara, Pemerintah harus menjadi bagian solusi dalam 
mengatasi berbagai kerusuhan massa yang terjadi di berbagai daerah dan 
unjuk rasa yang dilakukan oleh para pekerja. Pemeliharaan keamanan 
dapat dilakukan dengan menjalin kerjasama dengan masyarakat sehingga 
tanggung jawab pemeliharaan keamanan tidak hanya terletak pada 
aparatur negara. 
  Jika pemerintah dapat mengatasi berbagai masalah terkait kondisi 
politik dan keamanan negara tentu akan tercipta iklim investasi yang 
kondusif dan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di berbagai 
daerah. 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BAB IV 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
 Kesimpulan yang dapat ditarik dari uraian hasil penelitian adalah: 
1. Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen secara responsif menyadari 
kebutuhan-kebutuhan dunia investasi dan secara responsif memenuhi 
kebutuhan-kebutuhan investor dengan melakukan pengembangan sistem 
pelayanan birokrasi berupa efisiensi pelayanan birokrasi dengan 
menerapkan layanan satu pintu, transparansi pelayanan birokrasi dengan 
menerapkan electronic government dan pemberian kemudahan pelayanan 
perizinan bagi investor pemula.  
2. Faktor penghambat pengembangan sistem pelayanan birokasi dalam 
kebijakan investasi daerah Kabupaten Sragen dikategorikan dalam dua 
faktor. Pertama, faktor yuridis yaitu masih banyak Peraturan Daerah yang 
kurang mendukung pertumbuhan investasi daerah Kabupaten Sragen, 
belum adanya penyempurnaan undang-undang yang signifikan bagi iklim 
investasi dan jenis perizinan yang masih banyak. Kedua, faktor politis 
yaitu adanya persepsi negatif para investor terhadap stabilitas politik dan 
keamanan di negara Indonesia sehingga tidak mendukung bagi terciptanya 
iklim investasi yang kondusif di Indonesia hal ini tentu saja berimbas pada 
iklim investasi di daerah. 
3. Upaya-upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam pengembangan 
sistem pelayanan birokrasi dalam kebijakan investasi daerah Kabupaten 
Sragen yaitu pertama, upaya dari faktor  yuridis meliputi membatalkan 
atau merevisi Peraturan Daerah yang kurang mendukung pertumbuhan 
investasi daerah Kabupaten Sragen, penyempurnaan peraturan daerah yang 
terkait dengan perizinan dan berupaya mencapai kesepahaman bersama. 
Kedua, upaya dari faktor politis yaitu pemberantasan korupsi, kolusi dan 
nepotisme dalam tubuh pemerintah dan agar pemerintah menjalin 
kerjasama dengan masyarakat dalam menciptakan ketertiban umum. 
B.  Saran 
1. Agar Pemerintah Kabupaten Sragen melibatkan kelompok masyarakat 
misalnya para pelaku usaha dalam penyusunan Peraturan Daerah yang 
terkait dengan investasi daerah Kabupaten. 
2. Agar Pemerintah Kabupaten Sragen mengembangkan sistem pengawasan 
terhadap penerapan kebijakan investasi. 
3. Guna memacu kinerja pegawai dalam memberikan pelayanan pada publik 
hendaknya Pemerintah Kabupaten Sragen memberikan reward atau 
penghargaan bagi pegawai yang menunjukan kinerja terbaik dan 
melaksanakan punishment atau hukuman bagi pegawai yang menunjukan 
kinerja buruk. 
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